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RESUME

HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HT PT ANUGERAH RIMBA MAKMUR

IDENTITAS LPPHPL
Nama LPPHPL
Nomor Akreditasi KAN
Alamat Kantor

Telepon

Email

Penanggung Jawab
LPPHPL

Standar Audit yang
Digunakan

Tim Audit

Tim Pengambil Keputusan

IDENTITAS AUDITEE
Nama Unit Manajemen
No. & Tgl. SK IUPHHK-HT
Luas
Alamat Lokasi
Alamat Kantor
Email
Susunan Pengurus

Management Representatif

PT Trustindo Prima Karya

LPPHPL-019-IDN

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
JI. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
(0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com

Ir Kurnia

- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima
Karya Rev. L 01/04/2017

Ir Imanwan (Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat);
Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor Produksi);

Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor Ekologi);

Ir Sibyan Ahrar (Auditor Sosial); dan

Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor VLK Hutan).

Ir Kurnia; dan

Ir Rudy Setyawan.

A ol

PT Anugerah Rimba Makmur
SK. 669/MENHUT-1/2009, tanggal 15 Oktober 2009
+ 49.230
Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
JI Sei Deli No. 14 — 16 Kota Medan
sertifikasi@anugerahrimbamakmur.co.id

Direktur Utama : Musa Idishah

Direktur : Musa Rajekshah

Komisaris : Musa lcwansyah
Faisal Rahman
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sebelum ke
lapangan

Medan,
4 Desember 2017

Dilakukan kepada :

a. BPHP Wil. Il Medan, diterima oleh Bpk.
M. Jandi Pinem jabatan Kasie
Perencanaan Pengelolaan Hutan
Produksi.

b. Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara
diterima oleh Bpk Halomoan, SH jabatan
Kasi luran Peredaran dan Industri Hasil
Hutan.

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan.

Perjalanan Darat

5 Desember 2017

Medan - Kab. Muara Batang Gadis

Konsultasi Publik

Kantor Kecamatan
Muara Batang
Gadis

6 Desember 2017

Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6
Desember 2017 bertempat di Kantor
Kecamatan Muara Batang Gadis.

Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar
Hadir.

Pertemuan Pembukaan

Base Camp Muara
Tagelang

6 Desember 2017

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan penilaian yang
digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan

Areal IUPHHK-HT
PT Anugerah
Rimba Makmur

7-9
Desember 2017

Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5
(lima) tahun terakhir serta menganalisa
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit :

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK
Hutan.
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Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan

Base Camp Muara
Tagelang

9 Desember 2017

Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan
temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Perjalanan melalui darat

10 Desember 2017

Base Camp Muara Tagelang — Medan

Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sesudah dari
lapangan

Medan,
11 Desember 2017

Dilakukan kepada :

a. BPHP Wil. Il Medan, diterima oleh Bpk.
M. Zein jabatan Kasi PEPHP.

b. Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara
diterima oleh Halomoan, SH jabatan Kasi
luran Peredaran dan Industri Hasil Hutan.

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan.

Pengambilan Keputusan
Sertifikasi

Samarinda,
29 Desember 2017

a. IUPHHK-HT PT Anugerah Rimba Makmur
dinilai LULUS audit sertifikasi awal PHPL
dengan predikat SEDANG sesuai
Lampiran 1.2. dan 2.1. Peraturan Direktur
Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/
2016.

b. Kepada PT Anugerah Rimba Makmur
dapat diterbitkan S-PHPL.
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4, HASIL AUDIT :
A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1. : Kepastian Kawasan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Alam

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.1.1. CD (1) | Sedang | Tersedia dokumen legal lengkap meliputi :
Ketersediaan dokumen legal (2) - Akte pendirian perusahaan
dan administrasi tata batas - Akte perubahan terakhir
(PP, SKIUPHHK-HA, Buku - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
TBT, Peta TBT) - Izin gangguan (perpanjangan)

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Nomor:
SK.669/Menhut-1I/2009 tanggal 15 Oktober 2009
tentang Pemberian IUPHHK-HT Kepada PT.
Anugerah Rimba Makmur

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.131/VI-BUHT/2011 tanggal 6 Oktober 2011
tentang persetujuan RKUPHHK-HT periode 2011-
2020

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor

660/3244.K/2009 tanggal 20 Agustus 2009
tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT)

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara tentang Pengesahan RKT 2014,
2015, 2016 dan 2017

Sedangkan dokumen administrasi tata batas yang
tersedia meliputi :

- Pedoman Tata Batas/Pernyataan No. 002/DIR-
ARM/01/2013

- Intruksi Kerja Pelaksanaan Pengukuran dan
Penataan Batas Nomor : 863/VII/BPKH I-2/2013
tanggal 8 Juli

- Berita Acara Tentang Penetapan Titik Ikatan
Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan
Persekutan

- Berita Acara Tentang Penetapan Titik Awal
Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan
Persekutan

- Berita Acara Tentang Pelaksanaan Pengukuran
dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutan

- Berita Acara Tentang Penetapan Titik Akhir
Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan
Persekutan
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

- Draft Laporan TBT No. LP.98/TBT/VII-2/2017
Tahun 2017Draft Laporan TBT No. LP.98/TBT/VII-
2/2017 Tahun 2017

Dokumen tata batas yang tidak tersedia adalah

Laporan TBT No. LP.98/TBT/VII-2/2017 Tahun 2017

yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang

(Kepala BPKH wilayah I-2) Medan

1.1.2.

Realisasi tata batas dan
legitimasinya (BATB)

D (2)

Baik
(3

Berdasarkan draft Laporan TBT No. LP.98/TBT/VII-2/2017
Tahun 2017, diketahui realisasi penataan batas areal
kerja PT. ARM sepanjang 175.523,75 km dari rencana
174.913,00 km atau realiasasi mencapai 100% (temu
gelang). Secara rinci rencana dan realisasi penataan batas
areal kerja disajikan pada tabel berikut :

No Jenis Batas Sat Renc Real %

1.1 Batas Sendiri

a Hutan Negara Km
51.296 51.902 101.18
b Hutan Lindung Km 51.521 51.534 100.03
TN. Batang

C . Km 15.596 15.596 100.00
Gadis

Batas Alam
D . Km
(Sungai)

40.329 40.329 100.00

1.2 Batas Luar (APL)

a Kebun PT. OPM Km 16.171 16.171 100.00

Jumlah 174.913 | 175.532 100.35

Sumber: Laporan TBT No.LP.98/TBT/VII-2/2017 Tahun 2017

Terdapat legimitasi tata batas berupa BA Penetapan titik
ikatan, BA Penetapan titik awal, BA Pelaksanaan
Pengukuran dan penataan batas, dan BA Penetapan titik
akhir

1.1.3.

Pengakuan para pihak atas

eksistensi areal IUPHHK
kawasan hutan (BATB)

CD (1)

Sedang
(2)

Berdasarkan Berita Acara Tentang Pelaksanaan
Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutan
Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT.
Anugerah Rimba Makmur dengan PT. ANJ Agri Siais (d/h
PT. Ondop Perkasa Makmur) di Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara, terdapat para pihak yang
ikut menandatangani Berita Acara yaitu : (Pembimbing
teknis dari BPKH Wilayah I Medan, Dishut Provinsi Sumut,
dan Dishut Kab. Mandailing Natal), pendamping dari
Kecamatan Muara Batang Gadis, pendamping dari Desa
Lubuk Kapundung dan Ranto Panjang, saksi dari PT.
Anugerah Rimba Makmur dan PT. ANJ Agri Sianis. BA
diketahui oleh : Kepala Dishut Kabupaten Mandailing
Natal, Kepala Dishut Provinsi Sumatera Utara dan Kepala

BPKH Wilayah I Medan.
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

Adanya para pihak yang menandatangani BA Pelaksanaan
Penataan Batas tersebut, maka secara legal formal
eksistensi areal IUPHHK-HT PT. Anugerah Rimba Makmur
diakui oleh para pihak, yaitu Pemerintah Pusat (diwakili
BPKH wilayah I Medan), Pemerintah Provinsi (diwakili
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara), Pemerintah
Kabupaten (diwakili Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Mandailing Natal), Pemerintah Kecamatan (wakil
Kecamatan Muara Batang Gadis), Pemerintah Desa Lubuk
Kapundung dan Ranto Panjang (wakil Desa), dan saksi
perusahaan kebun PT. ANJ Agri Siais yang berbatasan
sebagai saksi.

Namun demikian terdapat sebagian kecil masyarakat desa
sekitar areal kerja masih belum mengakui eksistensi batas
areal kerja PT. Anugerah Rimba Makmur, dibuktikan
dengan masih adanya masyarakat yang membuka lahan
di dalam areal kerja perusahaan. Hal ini menunjukkan
adanya konflik antara perusahaan dengan masyarakat
terkait penggunaan kawasan hutan.

Dalam mengatasi konflik tersebut, PT. Anugerah Rimba

Makmur telah melaksanakan upaya secara terpadu antara

lain :

1. Membuat Standar Operating Procedure (SOP)
Kesos.01/ARM-SOP/2014  tentang  Penyelesaian
Konflik Sosial

2. Identifikasi penggunaan lahan oleh masyarakat

Berdasarkan Laporan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan
(Pengukuran Parcil) atau Laporan Identifikasi lahan Tahun
2015 dan 2016 diketahui PT. ARM telah melaksanakan
kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi penggunaan
Kawasan Hutan oleh masyarakat seluas 1.208,89 Ha
sebagaimana disajikan Pada tabel berikut :

Luas Jenis
No [ Tahun Keterangan
(Ha) Penggunaan
. 2015 235,23 Kebun sawit Masyarakat Desa
Kebun karet, Ranto Panjang,
coklat, sawit, | Lubuk Kapundung 1,
2 2016 973,66 inang, Lubuk Kapundung IL,
palawija dan Hutaimbaru
Jumlah 1.208,89

3. Melaksanakan Program PMDH
Berdasarkan data Sumbangan/bantuan kepada
masyarakat tahun 2015-2017, diperoleh data total
realisasi sumbangan/bantuan sebesar Rp 84.020.000,
terdiri-dari :
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

a. Rp 22.670.000 (2015)
b. Rp 44.280.000 (2016)
c.  Rp 17.070.000 (2017)

4. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Berdasarkan laporan bulanan tenaga kerja periode
Nopember 2017 tercatat penyerapan tenaga kerja
lokal (wilayah Provinsi Sumatera Utara) sebanyak 63
orang dari jumlah 93 orang (67,74%).
5. Melaksanakan Sosialisasi

Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita
Acara Sosialisasi Terpadu Identifikasi Lahan, Visi dan
Misi, Kawasan Lindung, RKT, Perambahan Hutan dan
Perlindungan Hutan

1.1.4.

Tindakan pemegang izin
dalam hal terdapat
perubahan fungsi kawasan.
(Apabila tidak ada perubahan
fungsi maka verifier ini
menjadi Not Aplicable)

CD (1)

NA

Berdasarkan overlay Peta Areal Kerja (lampiran Surat
Keputusan Menteri Kehutanan dan Nomor:
SK.669/Menhut-11/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman
Kepada PT. Anugerah Rimba Makmur Atas Areal Hutan
Produksi seluas + 49.230 Ha, di Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara) dengan Peta Penunjukan
Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000
(Lampiran SK. Menhut No. SK 579/Menhut-1I/2014
tanggal 16 Pebruari 2014 jo SK.201/Menhur-1I/2006
tanggal 5 Juni 2006) diketahui bahwa di dalam areal kerja
PT. ARM tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan,
namun hanya ada alokasi kawasan lindung. Luas areal
kerja berdasarkan fungsi hutan disajikan pada tabel
berikut :

Kawasan

No. Luas Areal Kerja HPT (Ha) Jumlah (Ha)

Lindung (Ha)

1 Peta SK.IUPHHK 49.230 0 49.230

Peta SK. 579/Menhut-
2 47.767
11/2014

1.463 49.230

3 Hasil Overlay Peta 47.767 1.463 49.230

Dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 2011-2020,
terdapat alokasi kawasan lindung seluas 12.731 Ha
(25,86%) terdiri dari : lereng E (1.886 Ha), Sempadan
Sungai (2.865 Ha), Buffer zone HL (5.460 Ha), KPPN (408
Ha), KPSL (919 Ha) dan KKI (1.373 Ha).

Dengan demikian verifier 1.1.4. menjadi Not Applicable
(NA)

1.1.5.

Penggunaan kawasan di luar
sektor kehutanan

CD (1)

Sedang
(2)

Berdasarkan verifikasi dokumen terdapat penggunaan
kawasan diluar sektor kehutanan yang sah yaitu Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksplorasi Bahan
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

(Apabila tidak ada
penggunaan kawasan di luar
sektor Kehutanan maka
verifier ini menjadi Not
Aplicable).

Galian Emas dan Mineral Pengikutnya Pada Kawasan HPT,
HP dan HPK atas nama PT. Agincourt Resources di
Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara +19.250,61 Ha sesuai
Surat Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman
Modal Nomor : 7/1/IPPKH/PMA/2015 tanggal 7 April
2015. Izin IPPKH tersebut berlaku 2 (dua) tahun sejak izin
diterbitkan, berakhir pada tanggal 6 April 2017 dan tidak
ada perpanjangan izin.

Selain itu terdapat penggunaan kawasan hutan oleh
masyarakat untuk dijadikan kebun (karet, sawit, pinang,
dan coklat. Berdasarkan Laporan Laporan Kegiatan
Pengukuran dan Pemetaan (Pengukuran Parcil) atau
Laporan Identifikasi lahan Tahun 2015 dan 2016 diketahui
PT. ARM telah melaksanakan kegiatan Identifikasi dan
Inventarisasi penggunaan Kawasan Hutan oleh
masyarakat seluas 1.208,89 Ha sebagaimana disajikan
pada Tabel verifier 1.1.3.

Terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan
yang berupa IPPKH, namun izin tersebut sudah berakhir
dan tidak diperpanjang lagi. Selain itu terdapat
penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat untuk
dijadikan kebun dan telah dilakukan identitikasi dan
inventarisasi, namun belum dilaporkan secara rutin
kepada instansi kehutanan (Dishut Provinsi Sumatera
Utara).

Kesimpulan Indikator 1.1.

12 /15 x 100% = 80% (Sedang)

2. Indikator1.2. :

Komitmen Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Tujuan Perusahaan

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

1.2.1. CD (1) Baik Terdapat dokumen pernyataan Visi, Misi dan Tujuan

Keberadaan Dokumen Visi, 3 Perusahaan secara legal berdasarkan SK. Direktur Utama

Misi dan Tujuan Perusahaan Nomor : 016/DIR-ARM/V1/2015 tanggal 6 Juli 2015.

Yang Sesuai Dengan PHL Adapun Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan PT. ARM telah
sesuai dengan kerangka PHPL karena mencakup aspek
kelestarian produksi, sosial dan lingkungan (ekologi).

1.2.2. CD (1) | Sedang | Berdasarkan verifikasi dokumen ditemukan bukti

Sosialisasi Visi, Misi dan (2) pelaksanaan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada

karyawan dalam dokumen Notulen sosialisasi PT.
Anugerah Rimba Makmur. dilaksanakan di Base Camp
pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017. Sosialisasi
dihadiri oleh 26 karyawan, dan dipimpin oleh Bpk. Mirwan
(Manager HTI).

Sosialiasi visi dan misi perusahaan juga dilakukan kepada
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

masyarakat Desa Ranto panjang, Lubuk Kapundung I,
Lubuk Kapundung II, dan Desa Hutaimbaru setiap tahun.
Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi visi dan msisi
perusahaan berupa Berita Acara, dilengkapi daftar hadir
peserta, dan foto dokumentasi. Sosialisasi visi dan misi
perusahaan belum dilaksanakan secara rutin setiap tahun

1.2.3.

Kesesuaian Visi dan Misi
Dengan Implementasi PHL

D (2)

Sedang
(2)

Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari
(PHL) PT ARM baik dari aspek teknis produksi,
ekologi maupun sosial baru sebagian yang sesuai
dengan visi dan misi perusahaan. Pencapaian
produksi penanaman dan harvesting, ekologi dan
sosial masih belum mencapai target yang
ditetapkan. Hal yang belum diimplementasikan
sebagiannya seperti :

Ketaatan terhadap kewajiban sesuai peraturan di

antaranya :

1. Pengukuhan tata batas dari SK Kementerian LHK;

2. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) PT. ARM
telah memperoleh pengesahan 4 (empat) RKT kepada
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu
RKT tahun 2014 s/d 2017, sedangkan RKT 2013 tidak
mengajukan RKT.

3. Realisasi Ganis PHPL PT. ARM belum memenuhi
standar ketentuan yang berlaku (Perdijen PHPL Nomor
: P.16/PHPL-IPHH/2015), karena masih kekurangan
Ganis PHPL sebanyak 4 orang, yaitu Ganis Nenhut : 2
orang dan Binhut : 2 orang

4, Realisasi pendidikan dan latihan SDM PT. ARM selama
5 (lima) tahun terakhir mencapai 62,67 % dari rencana

Implementasi Kriteria Produksi :

1. Realisasi produksi kayu bulat selama 5 (lima) tahun
terakhir (2014-2017), realisasi produksi kayu bulat
sebesar 456,05 m3 (0,37%).

2. Realisasi kegiatan penanaman dalam Sistem Silvikultur
TPTI selama 5 (lima) tahun terakhir, baru dilaksanakan
pada RKT 2015 berupa penanaman kika jalan seluas
3,39 Ha, dan pemeliharaan tanaman kika jalan pada
RKT 2016

3. Realisasi kegiatan penanaman dalam Sistem Silvikultur
TPTJ/Silin selama 5 (lima) tahun belum terdapat
kegiatan penanaman

4. Realisasi kegiatan penanaman dalam Sistem Silvikultur
THPB selama 5 (lima) tahun terakhir belum terdapat
kegiatan penanaman

Implementasi Kriteria Ekologi :

1. Realisasi penataan batas kawasan lindung selama 5
(lima) tahun terakhir berdasarkan observasi lapangan
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

oleh auditor ekologi mencapai 26,70%.
2. Pelaksanaan RKL dan RPL baru sebagian kecil yang
sudah dilaksanakan
Implementasi Kriteria Sosial :
Tidak terdapat rencana program PMDH, namun demikian
terdapat realisasi PMDH berupa sumbangan/bantuan
kepada masyarakat di 4 (empat) Desa yang ada di sekitar
areal kerja yaitu Desa Ranto Panjang, Lubuk Kapundung
I, Lubuk Kapundung II, dan Hunaimbaru.
Berdasarkan data Sumbangan/bantuan kepada
masyarakat tahun 2015-2017, diperoleh data total
realisasi sumbangan/bantuan sebesar Rp 84.020.000

Kesimpulan Indikator 1.2.

9/12 =75% (Sedang)

3. Indikator 1.3. :

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan

Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan,
Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

Nomor & Judul Bobot | Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.3.1. CD (1) | Buruk | Realisasi Ganis PHPL PT. ARM tahun 2017 dibanding
Keberadaan Tenaga (1) standar jumlah Ganis PHPL sesuai SK Dirjen PHPL No.
Profesional Bidang Kehutanan P.16/PHPL-IPHH/2015 adalah sebagai berikut :
di Lapangan Pada Setiap Standar | Reali-
Bidang Kegiatan Pengelolaan No | Kualifikasi | Jumlah | sasi | (+)/(-) %
Hutan Sesuai Ketentuan Yang Ganis *)
Berlaku 1 | Ganis kurpet 1 1 o | 100,00
2 Ganis Canhut 2 2 0 100,00
3. | Ganis Nenhut 2 0 -2 0
4. Ganis Binhut 2 0 -2 0
5. Ganis PKB-R 2 2 0 100,00
Jumlah 9 5 -4 55,56
Ket : *) SK. Perdirjen PHPL P. 16/PHPL-IPHH/2015 untuk luas 25.000
s/d 50.000 Ha.
Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di
lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan
pengelolaan hutan yaitu Ganis Kurpet, Ganis Canhut,
Ganis PKB-R, sedangkan untuk Ganis Nenhut dan Ganis
Binhut belum tersedia sama sekali.
1.3.2. D (2) | Sedang | Berdasarkan data rencana dan realisasi Pelatihan
Peningkatan Kompetensi SDM (2) Karyawan  Tahun  2014-2016, PT. ARM telah

merencanakan peningkatan kompetensi SDM sebanyak 75
orang sedangkan realisasinya sebanyak 47 orang, atau
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realisasinya sebesari 62,67 %.
1.3.3. D (2) Baik Berdasarkan verifikasi dokumen ketenagakerjaan di PT.
Ketersediaan Dokumen 3) ARM Base Camp Muara Tagelang, diketahui dokumen
Ketenagakerjaan yang tersedia meliputi :

- Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Sumatera Utara Nomor : 183-6/DTK/2017 tentang
Pengesahan Peraturan PT. Anugerah Rimba Makmur

- Peraturan Perusahaan Periode 2017-2019, terdiri dari
10 Bab dan 58 Pasal.

- Realisasi yang telah dilakukan oleh PT. ARM terhadap
kepatuhan peraturan ketenagakerjaan diantaranya :

- Aturan waktu kerja dan hak-hak karyawan yang
telah dituangkan dalam Peraturan Perusahaan

- Prosedur pembuatan dan pengesahan Peraturan
Perusahaan

- Keikutsertaan karyawan dalam BP1S
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

- Terdapat Implementasi peraturan perusahaan berupa :
Tunjangan sosial, Kepesertaan BPJS Kesehatan,
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Karyawan,
Sumbangan Suka Cita, Pelayanan Kesehatan
(pemeriksaan kesehatan/berobat

- Kesesuaian penerapan upah minimum karyawan sesuai
Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Mandailing
Natal.

Kesimpulan Indikator 1.3.

11/15 = 73,33% (Sedang)

4. Indikator 1.4. :

Kapasitas dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan
Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik
Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

Perusahaan Dalam Kerangka
PHPL

Nomor & Judul Bobot | Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.4.1. D (2) Baik Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT. ARM tanggal
Kelengkapan Unit Kerja 3) 17 Pebruari 2017 tentang Penetapan Bagan Struktur

Organisasi PT. ARM. Dalam struktur organisasi PT. ARM,
level tertinggi adalah Direktur Utama dan dibantu oleh
Direktur sesuai akte perusahaan, dibawahnya secara
fungsional terdapat Satuan Pengawas Internal (SPI).

Secara struktural atau garis komando Direktur Utama
membawahi langsung Manager HTI. Manager HTI
membawahi 2 (dua) Kepala Bidang (Kabid) yaitu : Kabid
Pemanfaatan Hutan, Kabid Perencanaan dan Pembinaan
Hutan, dan 1 (satu) Asisten Tata Usaha. Selanjutnya Kabid
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Pemanfaatan Hutan membawahi 2 (dua) Asisten yaitu
Asiten Produksi dan Asisten Mekanik, Sedangkan Kabid
Perencanaan dan Pembinaan Hutan membawahi 3 (tiga)
Asisten yaitu Asisten Binhut, Asisten Perencanaan dan
Asisten Kesos dan Keling. Selanjutnya setiap Asisten
membawahi 4 — 6 Kepala.

Berdasarkan telaah Struktur Organisasi dan Deskripsi
Jabatan diperoleh hasil bahwa terdapat seksi yang akan
mendukung keberhasilan Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) yaitu seksi Perencanaan Hutan, Produksi,
Tata Usaha Kayu, Pembinaan Hutan, Kelola sosial dan
Kelola lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan kerangka PHPL, meliputi 3
(tiga) Aspek yaitu : Aspek Produksi, Aspek Lingkungan
dan Aspek Sosial.

1.4.2.

Keberadaan Perangkat Sistem
Informasi Manajemen dan
Tenaga Pelaksana

CD (1)

Baik
(3)

Terdapat perangkat SIM vyaitu struktur organisasi dan
Jobdesk, dilengkapi SOP SIM No.TU/ARM-SOP/2014.
Perangkat SIM lainnya adalah SOP seluruh kegiatan
tahapan system silvikultur TPTI, SILIN dan THPB. Secara
keseluruhan alur penerapan sistem informasi manajemen
PHPL yang diterapkan pada PT. ARM mulai dari input —
proses — output.

Terdapat alat komunikasi di lapangan (HT dan radio rig).
Khusus untuk GIS menggunakan Program ARC GIS 9.
File/data/Laporan dikumpulkan oleh Koordinator SIM PHPL
untuk dikirim ke Direksi dengan menggunakan email
(Internet) melalui V-Sat. Keberadaan V-Sat tidak di Base
Camp ARM, namun ada di Camp Kebun Anugerah Langkat
Makmur yang masih satu manajmen dengan PT. ARM dan
terletak tidak jauh dari Base Camp PT. ARM

Tersedia SIM online dilengkapi dengan flowchart kegiatan-
kegiatan PHPL dan perangkat software maupun hardware
disertai tenaga pelaksana yang terampil. Ketersediaan SIM
dalam pengelolaan hutan didukung oleh Peralatan SIM.
Terdapat tenaga pelaksana SIM vyaitu Sihol Marganda,
S.Hut (Kepala Perencanaan APK dan Survey) yang ditunjuk
sebagai Koordinator SIM PHPL melalui SK. Manager Nomor
: 026/HTI-ARM/MADINA/XI/2017 tanggal 20 Nopember
2017

1.4.3.

Keberadaan SPI/Internal
Auditor dan Efektifitasnya

D(2)

Sedang
(2)

Terdapat organisasi SPI yang berada langsung dibawah
Direktur Utama. Organisasi SPI dilengkapi delengkapi
dengan SOP Pengawasan Internal Nomor : SPI.01/ARM-
SOP/2014.

Terdapat Tim SPI yang dibentuk berdasarkan SK. Direktur
Utama PT. ARM Nomor :009/DIR-ARM/KPTS/2017 tentang
Penunjukan Kepala Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI)
PT. ARM yaitu Bapak Faisal Rahman.

Terdapat Laporan Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14-
24 Agustus 2017, 12-17 Oktober 2017, dan tanggal 13-18

Halaman 12 dari 53




/
O

W

Trustindo Certification

FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

Nopember 2017.

Dalam Laporan SPI  tersebut terdapat temuan
(ketidaksesuaian) yaitu ; belum ada PUP, belum terdapat
data potensi untuk penentuan JTT, belum dilakukan
pemantaun dampak dari pemanfaatn SDH terhadap tanah
dan air, terdapat kekurangan GANISPHPL Nenhut, Binhut
dan Kurpet.

1.4.4.

Keterlaksanaan Tindak
Koreksi Manajemen Berbasis
Hasil Monitoring dan Evaluasi

CD (1)

Sedang
(2)

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Audit Internal tahun
2015 dan 2016, diketahui terdapat tindak koreksi yang
telah dilakukan PT. ARM sebagai berikut :

- Temuan (ketidaksesuaian) tahun 2015, dari 2 temuan
hanya satu yang sudah dipenuhi.

- Temuan (ketidaksesuaian) tahun 2016, dari 3 temuan
hanya dua yang sudah dipenuhi.

Hanya sebagian tindak koreksi manajeman yang dilakukan

dari hsil temuan SPI.

Kesimpulan Indikator 1.4.

15/18 = 83,33% (Baik)

5. Indikator 1.5. :

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan

penebangan melalui
peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan
proses dan diseminasi isi
kandungannya

(PADIATAPA)
Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.5.1. CD (1) | Sedang | Berdasarkan verifikasi dokumen terkait persetujuan
Persetujuan rencana (2) rencana penebangan dari masyarakat setempat maka

diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat 4
(empat) dokumen RKT yang disahkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu RKT Tahun 2014
s/d RKT 2017.

Kegiatan RKT akan mempengaruhi kepentingan hak-hak
masyarakat setempat, maka dalam rangka memperoleh
persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai telah
dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi. Terdapat bukti
sosialisasi berupa Berita Acara sebagai berikut

- Berita Acara Sosialisasi Terpadu, Batas Partisipatif,
Identifikasi Lahan, Visi dan Misi, Kawasan Lindung, RKT,
Perambahan Hutan dan Perlindungan Hutan, Hutaimbaru
tahun 2014

- Berita Acara Sosialisasi TerpaduBatas Partisipatif,
Identifikasi Lahan, Visi dan Misi, Kawasan Lindung, RKT,
Perambahan Hutan dan Perlindungan hutan, Lubuk
Kapundung II tahun 2014

- Berita Acara Sosialisasi Terpadu Batas Partisipatif,
Identifikasi Lahan, Visi dan Misi, Kawasan Lindung, RKT,
Perambahan Hutan dan Perlindungan Hutan, Lubuk
Kapundung I tahun 2014

- Berita Acara Sosialisasi Terpadu Identifikasi Lahan, Visi
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

dan Misi, Kawasan Lindung, RKT, Perambahan Hutan

dan Perlindungan Hutan, Ranto Panjang tahun 2014
Berita Acara pelaksanaan sosialisasi penebangan blok kerja
RKT ditandatangani oleh Manager HTI, dan dilampiri
daftar hadir peserta dan foto dokumentasi kegiatan.
Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah
dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai

1.5.2.

Persetujuan Dalam Proses
Tata Batas

D(2)

Baik
(3

Berdasarkan verifikasi dokumen Berita Acara pelaksanaan
batas sendiri dan persekutan PT. ARM maka diketahui
bahwa terdapat para pihak yang terlibat dalam proses tata
batas areal PT. ARM yang sudah TEMU GELANG

Para pihak yang terlibat dalam proses tata batas di areal
kerja PT. ARM dapat diklasifikasikan yaitu :

1. Pihak Pemerintah terdiri dari :
a. Pemerintahan Pusat Cq. Kepala BPKH

b. Pemerintahan Daerah (Cq. Dinas Kehutanan
Provinsi);

c. Pemerintahan Kabupaten (Cq. Dinas Kehutanan
Kabupaten);

d. Pemerintahan Kecamatan

e. Pemerintahan Desa setempat
2. Pihak Perusahaan yang berbatasan dengan areal kerja

PT. ARM (Batas luar) yaitu Kebun PT. ANJ Agri Siais
Sehingga dari analisa dokumen TBT maka disimpulkan
pada proses tata batas areal kerja PT. ARM telah mendapat
persetujuan dari para pihak.

1.5.3.

Persetujuan Dalam Proses
dan Pelaksanaan CSR/CD

D(2)

Sedang
(2)

Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan PMDH PT.

ARM melalui beberapa tahapan yaitu :

e Persetujuan RKUPHHK-HT Periode 2011-2020 yang
memuat Rencana umum PMDH sebagai bagian dari isi
dokumen RKUPHHK-HA.

RKUPHHK-HA telah memperoleh persetujuan sesuai
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.131/VI-
BUHT/2011 tanggal 6 Oktober 2011.

e Persetujuan RKTUPHHK-HA yang memuat Rencana
Kerja Tahunan PMDH
Dokumen RKT 2017 telah disahkan oleh Direktur Utama
PT. ARM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor
:522.21/2575 tanggal 15 September 2017 tentang
Persetujuan RKT 2017 atas nama PT. Anugerah Rimba
Makmur

Program PMDH belum dibuat dan pelaksaannya hanya

berupa pemberian bantuan/sumbangan. ITidak terdapat
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bukti persetujuan rencana PMDH dari masyarakat Desa,
namun terdapat bukti persetujuan dari Kemeneterian
Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara.

1.5.4. CD (1) | Sedang | Berdasarkan verifikasi dokumen terkait persetujuan dalam
Persetujuan Dalam Proses (2) penetapan kawasan lindung di areal kerja PT. ARM,
Penetapan Kawasan Lindung diketahui para pihak yang terlibat dalam proses penetapan

kawasan lindung yaitu :

1. Kementerian LHK yang menyetujui alokasi kawasan
lindung yang terdapat dalam dokumen RKUPHHK;

2. Gubernur Sumatera Utara yang menyetujui dokumen
Laporan AMDAL, RKL dan RPL ;

3. PT. ARM sebagai Pemegang IUPHHK

PT. ARM baru merealisasikan penandaan batas kawasan
lindung pada seluruh areal kerjanya sebesar 26,7%
4. Masyarakat Desa
Tidak terdapat dokumen persetujuan penetapan
kawasan lindung dari masyarakat di 4 (empat) Desa
yang berada di sekitar areal yaitu Desa Ranto Panjang,
Lubuk Kapundung I, Lubuk Kapundung II, dan
Hutaimbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa
masing-masing.
Dengan demikian terdapat persetujuan dalam penetapan
kawasan lindung dari lebih dari sebagian para pihak yaitu
Kementerian LHK, Gubernur Sumatera Utara, namun belum
ada persetujuan dari masyarakt Desa sekitar areal kerja.

Kesimpulan Indikator 1.5. 14/18 = 77,78% (Sedang)

B. KRITERIA PRODUKSI

1. Indikator 2.1 : Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan

Lestari
Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

2.1.1. D (2) Baik PT Anugerah Rimba Makmur memiliki RKUPHHK-HT yang

Keberadaan Dokumen Rencana (3) disusun berdasarkan IHMB periode 2011 - 2020 beserta

Jangka Panjang (management' Iampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah disetujui dan

plan) yang telah Disetujui oleh disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

Pejabat yang Berwenang SK131/VI'BUHT/2011 tanggal 6 Oktober 2011.
Berdasarkan RKUPHHK-HT disebutkan bahwa
memperhatikan kondisi penutupan hutan maka sistem
silvikultur yang diterapkan Multi Sistem Silvikultur yaitu
TPTI, TPTJ/SILIN dan THPB).
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2.1.2

Kesesuaian Implementasi
Penataan Areal Kerja di
Lapangan dengan Rencana
Jangka Panjang

D(2)

Sedang
(2)

Pemeriksanaan di lapangan terhadap hasil Kegiatan/
Implementasi penataan areal kerja PT ARM berupa
blok/petak tebangan dan areal yang tidak boleh ditebang
pada RKTUPHHK-HT Tahun 2016 dan RKTUPHHK-HT
Tahun 2017 dipastikan bahwa lokasi blok dan
kompartemen telah sesuai dengan peta RKTUPHHK-HT
yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap dokumen
RKUPHHK-HT PT Angerah Rimba Makmur periode tahun
2011-2020 dan peta lampirannya dibandingkan dengan
dokumen RKTUPHHK-HT periode audit bahwa terdapat
ketidaksesuaian pada alokasi letak dan luas tebangan
antara rencana jangka panjang dan jangka pendek :

- Blok TPTI RKTUPHHK-HT Tahun 2017 realisasinya pada
Blok II 2012, menurut RKUPHHK-HT tahun 2011 — 2020
seharusnya alokasi Blok TPTI RKTUPHHK-HT Tahun
2017 berada pada Blok VII 2017.

- Blok TPTI RKTUPHHK-HT Tahun 2016 merupakan CO
Tahun 2015 dan CO Tahun 2014 realisasinya pada Blok
I 2011, menurut RKUPHHK-HT tahun 2011 - 2020
seharusnya alokasi Blok TPTI RKTUPHHK-HT Tahun
2016 berada pada Blok VI 2016.

Posisi areal yang ditebang masih dalam lingkup RKUPHHK-

HT tahun 2011 - 2020, hal ini menunjukan bahwa

perusahaan tidak cukup matang dalam penyusunan

rencana kerjanya.

2.1.3

Pemeliharaan Batas Blok dan
Petak /compartemen kerja

CD (1)

Sedang
(2)

Hasil Uji petik terhadap keberadaan batas blok dan petak
kompartemen kerja di lapangan :

- Terdapat penandaan Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2017
di Blok TPTI.

- Terdapat penandaan Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2016
di Blok TPTI.

- Terdapat penandaan terhadap sebagian tanda batas
petak dan blok yaitu pemberian warna merah untuk
batas blok dan warna kuning untuk batas petak.

Berdasarkan Observasi lapangan dan laporan pemeliharaan

tata batas diketahui perusahaan telah menunjukan upaya

melakukan pemeliharaan batas terhadap sebagian blok dan
kompartemen kerja.

Kesimpulan Indikator 2.1

12 /15 = 80,00% (Sedang)
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2. Indikator 2.2 : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan
Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

2.2.1.

Terdapat Data Potensi Tegakan
per Tipe Ekosistem yang ada
(Berbasis IHMB/ Survei potensi,
ITSP, Risalah Hutan)

D (2)

Sedang
(2)

- PT ARM memiliki data potensi tegakan berdasarkan
pelaksanaan IHMB.

- Terdapat Cruising untuk Blok TPTI dan TPTJ/SILIN
dimana RKTUPHHK-HT Tahun 2014, 2015, dan 2016
terletak pada Blok yang sama dilaksanakan pada
tahun 2013.

- Pada pelaksanaan cruising Blok II TPTI RKTUPHHK-HT
tahun 2017 pada tahun 2016 didapatkan potensi
volume untuk jenis komersial berdiameter 50 cm up
sebesar 43,36 m3/ha.

- Berdasarkan observasi lapangan di Blok II TPTI
ditemukan Jalur Cruising di petak W-13 dengan label
warna putih, terdapat penandaan pohon inti diberi
label kuning, penandaan pohon ditebang diberi
barcode dan label ecolin merah dengan diameter > 50
cm.

- Terdapat kelengkapan dokumen ditemukan buku LHC
berupa peta sebaran pohon, jalur cruising dan kontur
skala 1 : 2.000.

2.2.2.

Terdapat Informasi tentang Riap
Tegakan

CD (1)

Buruk (1)

- Terdapat PUP pada Blok Sistem Silvikultur TPTI yang
dibuat pada bulan Oktober tahun 2015 dengan luas 24
ha dan jumlah plot 6 buah, diverifikasi plot 3 terletak
pada koordinat N 01002’ 27,26"” E 99009’ 06,23".

- Tidak terdapat pelaksanaan pengukuran ulang,
dengan demikian tidak didapatkan informasi riap
tegakan Blok TPTI.

- Belum didapatkan pengukuran riap tegakan pada blok
sistem silvikultur THPB dan SILIN.

PT ARM Hanya memiliki data pengukuran awal tegakan di
Bekas Tebangan Blok TPTI dan belum dapat dianalisis
riap tegakannya.

2.2.3.

Terdapat Perhitungan
Internal/se/f JTT Berbasis Data
Potensi dan Kondisi
Kemampuan Pertumbuhan
Tegakan

D (1)

Buruk (1)

Tidak terdapat perhitungan internal /self JTT berbasis
data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan
tegakan.

Kesimpulan Indikator 2.2

6 /12 = 50,00 % (Buruk)
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Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk

Menjamin Regenerasi Hutan

Tahapan Kegiatan Sistem
Silvikultur

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.3.1. D (2) Sedang | PT ARM menerapkan multi sistem silvikultur yaitu THPB,
Ketersediaan SOP Seluruh (2) TPTI dan THPB tercantum di dokumen RKUPHHK-HT

periode 2011-2020 (BAB IIIL.A).

- Terdapat SOP menurut tahapan sistem silvikultur
THPB, diantaranya :

v
v
v

PAK (PRC.15/ARM-SOP/2014)

Risalah Hutan (PRC.16/ARM-SOP/2016)

PWH (Prd.02/ARM-SOP/2014) Rev.0 20 Maret

2014)

Pengadaan Bibit - (Binhut.11/ARM-SOP/2014

Rev. 0 15 Mei 2014)

Penyiapan Lahan - (Binhut.11/ARM-SOP/2014

Rev. 0 15 Mei 2014)

Penanaman (Binhut.11/ARM-SOP/2014 Rev. 0

15 Mei 2014)

Pemeliharaan (Binhut.11/ARM-SOP/2014 Rev. 0

15 Mei 2014)

Pemanenen (Prod.17/ARM-SOP/2014)

Perlindungan dan Pengamanan Hutan.

e Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil
hutan (TU.03/ARM-SOP/2014)

e Pengendalian Kebakaran Hutan
(Kelink.7/ARM-SOP/2016 tgl. 22 April 2016)

e Perlindungan Hutan dari Perambahan dan
Perburuan Liar (TU.07/ARM-SOP/2014 tgl.
25 Maret 2014)

- SOP menurut tahapan sistem silvikultur THPB/ SILIN,
diantaranya SOP :

v
v
v

PAK (PRC.06/ARM-SOP/2014

Inventarisasi Hutan (PRC.08/ARM-SOP/2016)
PWH (Prd.02/ARM-SOP/2014) Rev.0 20 Maret
2014)

Pengadaan bibit (Binhut.06/ARM-SOP/2014 rev.0
28 Maret 2014)

Tebang Naungan (Binhut.04/ARM-SOP/2014 dan
Binhut.05/ARM-SOP/2014)

Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam
(Binhut.07/ARM-SOP/2014 Rev. 0 17 April 2014)
Penanaman dan pemelihaaraan tanaman Jalur
(Binhut.07/ARM-SOP/2014 Rev. 0 17 April 2014)
Pembebasan dan Penjarangan (Binhut.07/ARM-
SOP/2014 Rev. 0 17 April 2014)

Pemanenan (Prd.17/ARM-SOP/2014) Rev.0 5
January 2018)

Perlindungan dan Pengamanan Hutan
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e Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil
hutan (TU.03/ARM-SOP/2014)

e Pengendalian Kebakaran Hutan
(Kelink.7/ARM-SOP/2016 tgl. 22 April 2016

e Perlindungan Hutan dari Perambahan dan
Perburuan Liar (TU.07/ARM-SOP/2014 tgl.
25 Maret 2014)

- Terdapat SOP menurut tahapan sistem silvikultur
TPTI, diantaranya SOP :

v" PAK (PRC.05/ARM-SOP/2014)

v' ITSP (PRC.07/ARM-SOP/2014)

v" PWH(Prd.02/ARM-SOP/2014) Rev.0 20 Maret
2014)

v Pemanenan, Penanaman & Pemeliharaan
Tanaman Pengayaan :

v" Pemanenan (Prd.03/ARM-SOP/2014) Rev.0 20
Maret 2014)

v Pengadaan Bibit (Binhut.06/ARM-SOP/2014
rev.0 28 Maret 2014)

v Penanaman dan Pemeliharaan = Tanaman
Pengayaan (Binhut.07/ARM-SOP/2014 Rev. 0 17
April 2014)

v" Pembebasan Pohon Binaan (Tidak
diimplementasikan karena keseluruhan areal PT
ARM adalah HPT)

v' Perlindungan dan Pengamanan Hutan

e Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil
hutan (TU.03/ARM-SOP/2014)

e Pengendalian Kebakaran Hutan
(Kelink.7/ARM-SOP/2016 tgl. 22 April
2016)

e  Perlindungan Hutan dari Perambahan dan
Perburuan Liar (TU.07/ARM-SOP/2014 tgl.
25 Maret 2014)

- SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan belum
mencakup semua prinsip sesuai sesuai dengan
Perdirjen No. P9/VI-BPHA/2009.

PT ARM telah memiliki SOP pada setiap tahapan sistem

silvikultur isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan

(Perdirjen  Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI-

BPHA/2009), namun tidak lengkap.

2.3.2. D (2) Sedang | - Implementasi SOP pada sistem silvikultur THPB yang
Implementasi SOP Seluruh Ta- (2) sudah berjalan berupa Pengadaan bibit dengan jenis

karet. Berdasarkan Laporan Stock Bibit per 30
November 2017 tersedia bibit karet sebanyak 2.498
batang. Kegiatan lainnya pada sistem silvikultur THPB
belum dapat berjalan optimal karena terkendala
adanya Okupasi Lahan oleh masyarakat sesuai dengan
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wawancara kepadaBapak Sihol sekalu Kepala PAK.

- Implementasi SOP pada sistem silvikultur TPTJ/SILIN
yatu terdapat implementasi PAK di Blok A, B, C, dan E,
Inventarisasi Hutan di Blok A, Pengadaan Bibit, dan
Perlindungan dan Pengamanan Hutan.

- Implementasi SOP pada sistem silvikultur TPTI :

v

PAK : implementasi di lapangan ditemukan
penandaan batas blok dan petak, dimana tanda
pada rintisan batas blok berupa polet merah 2
garis dan pada batas petak polet kuning 2 garis.
ITSP : implementasi di lapangan ditemukan
tanda jalur cruising, penandaan pohon yang
ditebang (label merah + barcode) dengan
diameter >50 cm, pohon inti / ditinggal (label
kuning) dan pohon diameter kecil (10-49 cm)
yang ditebang karena terkena PWH (label merah
+ barcode).

Secara administrasi ditemukan buku LHC dan
peta sebaran pohon, jalur dan kontur skala 1 :
2.000

PWH : implementasi di lapangan bahwa
pengerjaan pembuatan jalan / rehab jalan
dilakukan bersamaan dengan kegiatan
penyaradan (Et). Terdapat perencanaan micro
planing guna menentukan trase jalan sarad di
lapangan.

Pemanenan : implementasi kegiatan dilapangan
pada kegiatan pemanenan berupa penebangan
dan penyaradan. Kayu hasil produksi hanya
digunakan sendiri/ belum terdapat kegiatan
pemindah tangananan kayu. Total volume
produksi pada periode audit adalah sebanyak
456,05 m3.

Penanaman / Pemeliharaan Tanaman
implementasi di lapangan ditemukan kegiatan
penanaman berupa tanaman pada kiri kanan
jalan sepanjang jalan utama menuju Blok RKT
Tahun 2016 dan RKT tahun 2017. Pelaksanaan
penanaman dilaksankan pada tahun 2015 selesai
pada bulan November dan Desember 2015.
Pembebasan Pohon Binaan : Areal PT ARM
seluruhnya merupakan hutan produksi terbatas
maka tahapan sistem silvikultur tentang
pembebasan pohon binaan tidak dilakukan.
Perlindungan dan Pengamanan Hutan
implementasi dilapangan ditemukan berupa
kegiatan rutin patroli keamanan hutan yang
dilakukan rutin setiap 2 bulan sekali
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2.3.3. D (2) Sedang | Tidak ditemukan Data Potensi Tegakan Sebelum Masak
Tingkat Kecukupan Potensi (2) Tebang pada sistem silvikultur THPB.
Tegakan sebelum Masak Tebang Tidak ditemukan Data Potensi Tegakan Sebelum Masak

Tebang pada sistem silvikultur TPTJ/SILIN.

Uji petik lapangan menggunakan metode nasted samping
terhadap pada sistem Silvikulltur TPTI diketahui rata-rata
potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon 75

batang/ha.
2.3.4. CD (1) Sedang | Tidak ditemukan Data Potensi Permudaan pada sistem
Tingkat Kecukupan Potensi (2) silvikultur THPB.
Permudaan Tidak ditemukan Data Potensi Permudaan pada sistem

silvikultur TPTJ/SILIN.

Uji petik lapangan menggunakan metode nasted samping
terhadap pada sistem Silvikulltur TPTI diketahui rata-rata
potensi permudaan areal bekas tebangan untuk tingkat
pancang sebanyak 800 batang/ha dan permudaan ringkat
tiang sebanyak 300 batang/ha.

Kesimpulan Indikator 2.3 14 / 21 = 66,67 % (Sedang)

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan
Dalam Pemanfaatan Hutan

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

2.4.1. D (2) Baik - Terdapat SOP Penebangan Ramah Lingkungan (RIL)
Ketersediaan Prosedur 3) No. Dokumen Prd.01/ARM-SOP/2014 tanggal 11
Pemanfaatan / Pengelolaan Maret 2014.

Hutan Ramah Lingkungan - SOP Penunjang / pelengkap RIL seperti Jalan Sarad

No. Prd. 13/ARM-SOP/2014

2.4.2. D (2) Sedang | - Terdapat 1-2 penerapan teknologi ramah lingkungan.
Penerapan Teknologi Ramah (2) - Implementasi penerapan teknologi ramah lingkungan
Lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya :

Micro Planing berupa pembuatan rencana jalan sarad
dan implementasi rencana trase jalan sarad untuk
kegiatan penyaradan.

2.4.3. CD (1) Sedang | Terdapat perhitungan FE berdasarkan perbandingan LHP

Limbah Pemanfaatan Hutan (2) dan LHC.Berdasarkan perbandingan LHP dan LHC dari

Minimal kayu hasil produksi RKTUPHHK-HT Tahun 2016
sebanyak 49 pohon dari didapatkan nilai Fe rata-rata
0,64

Kesimpulan Indikator 2.4 12 /15 = 80,00% (Sedang)
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5. Indikator 2.5 : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja

Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Areal Kerjanya

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

2.5.1. CD (1) Sedang | Berdasarkan pengecekan terhadap dokumen

Keberadaan Dokumen Rencana (2) RKTUPHHK-HTI tahun 2012 S/d 2017 didapatkan data

Kerja Jangka Pendek (RKT.RTT) sebagai berikut :

yang Disusun Berdasarkan - RKTUPHHK-HTI Tahun 2012 dan 2013 : Tidak ada

Rencana Kerja Jangka Panjang RKTUPHHK-HTI

(RKU/RKPH) dan Disahkan - RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 s/d 2017 : Dokumen

Sesuai Peraturan yang Berlaku RKTUPHHK-HTI, SK Pengesahan dan Lampiran peta

(Dinas Prov, self approval)

2.5.2. D (2) Sedang | Tercantum dalam Peta RKUPHHK-HT periode tahun

Kesesuaian Peta Kerja dalam (2) 2011-2020 skala 1 : 50.000 berupa Blok tanaman dan

Rencana Jangka Pendek dengan tebangan, kawasan lindung seperti lereng E, kawasan

Rencana Jangka Panjang perlindungan satwa liar, kawasan pelestarian satwa liar,
kawasan konservasi in-situ, buffer zone hutan lindung,
koridor satwa, dan sempadan Sungai. Kemudian
terdapat areal tidak untuk produksi yaitu PUP dan
kebun benih (masuk dalam areal pelestarian dan
penelitian).
Pada Peta kerja RKTUPHHK-HT tahun 2014, 2015, 2016
dan 2017 skala 1 : 50.000 memuat areal yang boleh
ditebang, areal kawasan lindung dan areal pelestarian &
penelitian sebagaimana tercantum dalam peta kerja
RKUPHHK-HT, namun demikian alokasi blok tebangan
RKT tidak sesuai dengan alokasi blok berdasarkan
RKUPHHK-HT.

2.5.3. D (2) Sedang | Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan di

Implementasi Peta Kerja Berupa 2) lapangan yaitu blok dan petak yang akan ditebang dan

Penandaan Batas Blok Tebang- kawasan lindung atau areal pelestarian dan penelitian.

an / Dipanen / Dimanfaatkan / Dapat ditemukan dilapangan tanda batas blok dan

Ditanam / Dipelihara beserta petak Tebangan TPTI RKTUPHHK-HTI tahun 2016 dan

Areal yang Ditetapkan sebagai tahun 2017 dan erdapat kesesuaian lokasi antara di

Kawasan Lindung (untuk peta dengan di lapangan berdasarkan verifikasi

Konservasi/ buffer zone/ menggunakan aplikasi PDF Maps.

pelestarian plasma Terdapat implementasi penendaan Batas Kawasan

nutfahfreligi/budaya/sarana lindung sempadan Sungai Aek Nabara.

pra-sarana dan Penelitian dan Belum terdapat pengelolaan areal Kebun Benih sesuai

Pengembangan) yang dialokasikan pada peta RKTUPHHK-HTI.
Pada PT ARM terdapat Implementasi pada sebagian
batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam /
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai
Kawasan Lindung.

2.5.4. D (2) Sedang | Terdapat realisasi volume tebangan total per kelompok

Kesesuaian Lokasi, Luas, Jenis (2) jenis dari rencana tebangan tahunan sebesar 0,4%

dan Volume Panen dengan (<70%) sebesar dan lokasi tebangan sesuai dengan
RKT yang disahkan.
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Dokumen Rencana Jangka - Terdapat realisasi volume produksi tahun 2014
Pendek sebesar 0,62 % (realisasi 236,53 m3 dari rencana

38.273,98 m3).Realisasi luasan produksi sebesar
6,37% (realisasi 6,7 ha dari rencana 915,79 ha)

- Terdapat realisasi volume produksi tahun 2016
sebesar 0,58% (realisasi 219,52 m3 dari rencana
38.037,45 m3).Realisasi luasan produksi sebesar
0,39% (realisasi 3,38 ha dari rencana 857,44 ha

Kesimpulan Indikator 2.5 14 / 21 = 66,67% (Sedang)

6. Indikator 2.6 : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-
investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam
Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan,
serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.6.1. CD (1) | Buruk(1) | - Terdapat LaporanAuditor  Independen  No.
Kondisi Kesehatan Finansial R332/ARM'adf/ADF04/X/2017 tanggal 20

November 2017 oleh Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradireja, Suhartono dan Laporan
Keuangan PT Anugerah Rimba Makmur Untuk
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016.

- Terdapat LaporanAuditor  Independen  No.
R.294/ARM-adf/ADF01/X/2017 tanggal 24Oktober
2017 oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
Puradireja, Suhartono dan Laporan Keuangan PT
Anugerah Rimba Makmur Untuk Tahun Yang
Berakhir 31 Desember 2015.

- Terdapat LaporanAuditor Independen
No.R.297/ARM-adf/ADF02/X/2017 tanggal
250ktober 2017 oleh Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradireja, Suhartono dan Laporan
Keuangan PT Anugerah Rimba Makmur Untuk
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

- Terdapat LaporanAuditor  Independen  No.
R.300/ARM-adf/ADF03/X/2017 tanggal 260ktober
2017 oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
Puradireja, Suhartono dan Laporan Keuangan PT
Anugerah Rimba Makmur Untuk Tahun Yang
Berakhir 31 Desember 2013.

- Tidak didapatkan Laporan Auditor Independen dan
Laporan Keuangan PT Anugerah Rimba Makmur
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012.

Terhadap Laporan Keuangan dilakukan analisa kondisi

finansial perusahaan sebagai berikut :
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- Tahun 2016, Likuiditas332,97%, Solvabilitas 116%,
Rentabilitas Negatif dan Opini menyajikan secara
wajar.
- Tahun 2015,Likuiditas 137,21%, Solvabilitas
100,29%, dan Opini menyajikan secara wajar.

- Tahun 2014, Likuiditas 81,78%, Solvabilitas 100,35
%, dan Opini menyajikan secara wajar.

- Tahun 2013, kondisi Likuiditas 2.771,58%,
Solvabilitas 101,22%, dan Opini KAP menyajikan
secara wajar

Pada Laporan Keuangan Tahun 2015, 2014 dan

20153tidak menyertakan komponen laporan Laba Rugi

sehingga tidak dapat dianalisis Rentabilitas untuk tahun
tersebut.
2.6.2. CD (1) | Buruk (1) | - Pada Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan
Realisasi Alokasi Dana Yang publik tidak merinci sesuai dengan pedoman
Cukup berdasarkan laporan Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.
penatausahaan keuangan yang - Tidak didapatkan dara rencana dan realisasi biaya
dibuat sesuai dengan pedoman untuk semua bidang.
Pelaporan Keuangan Peman-
faatan Hutan Produksi (yang
telah diaudit oleh akuntan
publik)
2.6.3. CD (1) | Buruk (1) | - Pada Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan
Realisasi Alokasi Dana Yang publik tidak merinci sesuai dengan pedoman
Proporsional Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.

- Tidak didapatkan data realisasi biaya untuk semua
bidang, dengan demikian proporsi alokasi dana tidak
dapat dianalisi.

2.6.4. CD (1) | Buruk (1) | Berdasarkan rincian arus kas meskipun menunjukkan

Realisasi Pendanaan Yang saldo kas akhir tahun 2013 s/d2016 positif,belum dapat

Lancar menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut didukung
oleh kegiatan fisik dilapangan yang tidak sesui dengan
tata waktunya.

2.6.5. D (2) Sedang |- Pada Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan

Modal yang Ditanamkan (2) publik tidak merinci sesuai dengan pedoman

(kembali) Ke Hutan Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.

- Berdasarkan perhitngan internal realisasi biaya
kegiatan pembinaan hutan dan pengamanan serta
perlindungan hutan tahun 2014 s/d 2016 PT
Anugerah Rimba Makmur yangditandatangani oleh
Manager Camp didapatkan rata-rata realisasi biaya
64,4%

2.6.6. CD (1) | Buruk (1) | Pada periode 5 tahun terakhir realisasi penanaman /
Realisasi Kegiatan Fisik pembinaan hutan :
Penanaman/ Pembinaan Hutan - Pada Sistem Silvikultur TPTI telah dilaksanakan
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Kegiatan Fisik Penananam sepanjang 13,26 km
dengan luas 55,67 Ha sebanyak 6.792 batang pada
Kanan-Kiri Jalan dilaksanakan tahun 2015.

- Pada Sistem Silvikultur TPTJ/SILN terdapat realisasi
penanaman pohon binaan ( 0%).

- Pada Sistem Silvikultur THPB terdapat realisasi
penanaman tanaman pokok dan tanaman
kehidupan THPB : 0% (<50 %).

Kesimpulan Indikator 2.6

9/ 21 = 42,86% (Buruk)

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator 3.1. : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi
pada setiap tipe hutan.

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

3.1.1.
Luasan kawasan dilindungi

D (2)

Sedang
(2)

Luasan kawasan lindung mencapai 25,86%. Prosentase
tersebut sudah diatas ketentuan minimal dan dokumen
perencanaan perusahaan (RKU), namun sebagian kondisi
biofisik masih belum sesuai, akibat gangguan perladangan
dan kondisi eksisting sebelum ijin diberikan berupa
belukar muda. Upaya untuk identifikasi dan implementasi
rehabilitasi kawasan lindung masih dalam tahap
perencanaan.

3.1.2.

Penataan kawasan dilindungi
(persentase yang telah ditandai,
tanda batas dikenali).

D (2)

Sedang
(2)

Realisasi tata batas kawasan lindung sejak mulai operasi
tahun 2014 s/d 2017 adalah 412,34 km dari keseluruhan
panjang rencana tata batas sesuai RKU sepanjang
606,03 km, atau 68,04 % dari rencana. Sesuai dengan
dokumen RKUPHHK-HT PT. Anugerah Rimba Makmur
terdapat kawasan lindung vyang perlu dilakukan
penataan batasnya seperti :

- Lereng E = 1.886 Ha
- Sempadan Sungai = 2.685 Ha
- Buffer Zone Hutan Lindung = 5.460 Ha
- KPPN 408 Ha
- DPSL 919 Ha
- KKI 1373 Ha

3.1.3

Kondisi penutupan kawasan
dilindungi.

D (2)

Sedang
(2)

Menurut hasil Penafsiran Citra Landsat Citra landsat 8
OLI liputan tanggal 26 September 2015, kondisi tutupan
lahan kawasan lindung PT ARM adalah sebagai berikut:

1. Hutan Lahan Kering Primer: 462 Ha

2. Hutan Lahan Kering Sekunder: 964 Ha

3. Belukar muda dan Semak: 37 Ha.

Total penutupan lahan yang berhutan seluas 1.426 Ha
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atau 11,2% dari luasan total kawasan lindung PT. ARM
seluas 12.731 Ha (SK Direktur ARM). Namun demikian
terdapat tindakan upaya perbaikan berupa rehabilitasi
penanaman bibit sebanyak 13.344 batang pada kawasan
lindung sempadan sungai dan rencana penanaman
kembali pada areal yang terbuka.

3.1.4

Pengakuan para pihak terhadap
kawasan dilindungi

CD (1)

Sedang
(2)

Terdapat upaya untuk pengakuan para pihak terhadap
keberadaan kawasan lindung berupa:Sosialisasi,
pemasangan plang himbauan, pelaksanaan tata batas
kawasan lindung yang mencapai 26,7 %.

Pengakuan para pihak dapat dinilai sebagian kecil ( < 50
%) para pihak mengakui keberadaankawasan lindung,
karena upaya pelaksanaan tata batas baru mencapai
26,7%, sehingga para pihak sulit membedakan batas
yang jelas mana kawasan lindung mana yang bukan
kawasan lindung terhadap kawasan yang belum ditata
batas. Uji Petik pada titik koordinat 1° 02’ 05,3” N dan
99° 03’ 57,6" E, pelaksanaan tata batas kawasan lindung
sempadan sungai Perlampungan memang sudah ada.

3.1.5

Laporan pengelolaan kawasan
lindung hasil tata ruang
areal/land scaping sesuai
RKL/RPL.

D (2)

Sedang
(2)

Sejak mulai operasi 2014 s/d 2017, sudah ada laporan
pengelolaan kawasan lindung pada sebagian ruang
areal/land scaping pada dokumen laporan RKL/RPL setiap
semester. Dalam laporan tersebut terdapat upaya
pengelolaan yang berhubungan dengan kawasan lindung
berupa pembuatan buffer zone, KPPN, KPSL, KKI,
Kelrengan E. Disamping itu terdapat pemantauan satwa
yang dilaksanakan di Buffer Zone TNBG dan KPSL serta
kegiatan pemantauan vegetasi dilakukan di KPPN dan
Buffer Zone TNBG. Kegiatan pengelolaan/pemantauan
belum dilakukan pada seluruh areal hasil landscaping.

Kesimpulan Indikator 3.1

18/27 = 66,67% (Sedang)

2. Indikator 3.2. : Perlindungan dan pengamanan hutan

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

3.2.1

Ketersediaan prosedur
perlindungan yang sesuai
dengan jenis-jenis gangguan
yang ada

D (2)

Baik (3)

Prosedur perlindungan hutan yang ada meliputi

perlindungan atas seluruh potensi gangguan yang ada

yaitu: perambahan, perburuan liar, pencurian kayu,
kebakaran hutan dan prosedur pengendalian hama dan
penyakit tanaman karet. Prosedur tersebut adalah:

a. SOP Nomor TU.07/ARM-S0OP/2016, tanggal 25 Maret
2014, tentang perlindungan hutan dari Perambahan
hutan dan perburuan liar.

b. SOP Nomor KelLing.07/ARM-SOP/2016, tanggal 22
April 2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
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c.  SOP Nomor TU.03/ARM-SOP/2014, 17 Februari 2014,
tentang perlindungan hutan dari pencurian hutan

d. SOP Binhut.11/ARM-SOP/2014, tanggal 15 Mei 2014,
tentang Pembinaan Hutan Sistem THPB tanaman
karet.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang hutan
tanaman industri, PT ARM sudah memiliki prosedur
pengendalian hama dan penyakit yang merupakan jenis
gangguan yang berpotensi memakan biaya sangat besar,
meskipunprosedur ini belum digunakan karena silvikultur
THPB belum berjalan.

3.2.2

Sarana prasarana perlindungan
gangguan hutan

D(2)

Sedang
(2)

Sarana dan prasarana perlindungan hutan baik gangguan
hutan terhadap kebakaran, aktivitas illegal serta hama
dan penyakit sudah tersedia dan berfungsi sesuai
fungsinya, namun masih belum memenuhi ketentuan
yang berlaku baik jumlah maupun jenisnya terutama
perlindungan dari bahaya kebakaran sebagaimana
standar yang tertuang dalam
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

3.2.3
SDM perlindungan hutan

D (2)

Sedang
(2)

SDM perlindungan hutan PT ARM sudah tersedia namun
belum memadai baik jumlah maupun kompetensinya.

SDM perlindungan hutan PT ARM secara rinci adalah
sebagai berikut:

a. SDM keamanan hutan (security) sejumlah 8 orang
(belum bersertifikat)

b. SDM kebakaran hutan dan lahan sejumlah 32 orang
(2 requ inti) namun seluruhnya belum bersertifikat.

c. Sudah ada satu orang dengan kualifikasi sarjana
kehutanan yang bertanggungjawab  masalah
lingkungan namun belum memiliki kompetensi Ganis
Binhut. (standar kebutuhan Ganis Binhut 2 orang)

3.2.4

Implementasi perlindungan
gangguan hutan (preemptif/
preventif/ represif)

D (2)

Sedang
(2)

Implementasi perlindungan terhadap gangguan hutan
sudah ada melalui tindakan tertentu berupa:

a. Dibidang gangguan kebakaran hutan, bukti
implementasi tersedia pada Laporan bulanan yang
sudah mengacu pada Perdirjen PHKA Nomor : P.
24/IV-SET/2014, tentang Pedoman  Pelaporan
Pengendalian Kebakaran Hutan, dilaporkan secara
berkala kepada instansi terkait disertai dengan bukti
penyampain,. Laporan bulanan juga sudah
memperhatikan P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

b. Pada Laporan Bulan Januari 2015, telah terjadi
kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 6 Februari
2013 seluas 1 Hektar di lahan masyarakat yang baru
dibuka desa Hutaimbaru.  Penanganan dilakukan
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

pemadaman secara manual dengan kayu pemukul
(gepyok).

c. Dibidang Keamanan Hutan dari kegiatan ilegal, bukti
implementasi preventif terdapat pada Laporan Patroli
Hutan rutin yang dilakukan setiap dua minggu sekali.

d. Pada Laporan Bulan Januari s/d Maret 2016, terdapat
kegiatan perambahan lahan di daerah Sungai Batang
Gadis pada dua titik lokasi. Uapaya yang dilakukan
berupa teguran secara persuasif dan melaporkan
kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti.
Respon dinas dan kepolisian pada bulan April 2016,
melakukan operasi gabungan. Para pelaku perambah
masyarakat pendatang sudah meninggalkan lokasi,
namun para pelaku perambah penduduk lokal tidak
meninggalkan lokasi, dengan alasan memiliki hak adat.

Namun demikinan, kegiatan perlindungan hutan tersebut

belum seluruhnya dilakukan secara preemptif/ preventif

karena belum lengkapnya sarpras perlindungan hutan
sesuai standar yang wajib diacu yaitu

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

Kesimpulan Indikator 3.2

18/24 = 75% (Sedang)

3. Indikator 3.3.: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan hutan.

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

3.3.1

Ketersediaan prosedur
pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah & air.

D (2)

Sedang
(2)

PT ARM sudah menyediakan prosedur yang berkaitan

dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap

tanah dan air, namun bila disandingkan dengan rencana

pengelolaan dan pemantauan dampak penting pada

dokumen RKL-RPL 2009, yang berkaitan dengan tujuan

konservasi tanah dan air, maka SOP yang belum ada

adalah:

1. Identifikasi lahan terbuka dan terdegradasi dan
penaggulangannya pada kawasan lindung

2. SOP Pemantauan sedimentasi pada saluran air,
sungai dan anak sungai.

3. SOP pemantauan kualitas air permukaan

4. SOP pemantauan biota air.

3.3.2

Sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air

D (2)

Sedang
(2)

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Sarana Pengelolaan dan
Pemantauan Dampak terhadap Tanah dan Air, tanggal
24 Juli 2017, Daftar sarana dan prasarana yang ada
adalah:

1. Umbrometer

2. Stik pengukuran laju erosi

3. Stik pengukur debit air
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

Terdapat sarana yang belum dilengkapi oleh PT ARM

diantaranya:

a. Belum melengkapi peralatan pemantauan
sedimentasi,

b. belum menyediakan sarpras penanganan limbah B3,
limbah domestik,

c. belum melakukan pengukuran kualitas air,

d. belum melakukan pengukuran biota air.

Keberadaan sarana dan prasarana memang masih

minim, karena kegiatan pengusahaan hutan (TPTI dan

HTI) belum berjalan optimal, sehingga dampak yang

ditimbulkan selama ini belum signifikan terhadap

lingkungan.

3.3.3.

SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air.

D (2)

Sedang
(2)

SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air berada pada divisi kelola lingkungan,

PT. ARM sudah memiliki satu orang manajemen yang
bertanggung untuk pengelolaan lingkungan dengan
kualifikasi sarjana kehutanan, namun belum memiliki
kompetensi Ganis Binhut.

Namun demikian sudah terdapat upaya PT ARM untuk
mengadakan Ganis Binhut dengan mengajukan usulan
pelatihan terhadap personil untuk menjadi Ganis Binhut
melalui bukti-bukti tambahan seperti :

a. Surat nomor 017/DIR-ARM/IV/2017 tanggal 17 April
2017 perihal Kebutuhan Diklat Ganis PHPL, kepada
Kepala BPHP Wilayah II Medan.

b. Screen shoot bukti email tanggal 7 Agustus 2017
kepada BPHP Wilayah II Medan tentang penyampaian
pendaftaran nama peserta Diklat Ganis PHPL
(termasuk Binhut)

c. Screen shoot bukti komunikasi WA antara staf ARM
dengan staff BPHP Wilayah II Medan tanggal 3
Oktober 2017.

3.3.4.

Rencana dan implementasi
pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air (teknis sipil dan
vegetatif).

D (2)

Sedang
(2)

Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak

terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen

RKL/RPL tahun 2009, namun tidak seluruh kegiatan

pengelolaan dampak terhadap tanah dan air

diimplementasikan. Sebagian bukti implementasi adalah:

a. Pengamatan  erosivitas bekas jalan  sarad,
pemantauan pengukuran debit air sungai aek nabara,
sungai paraupan, sungai batang selai.

b. Pengelolaan konservasi tanah secara vegetatif
berupa penanaman kiri kanan jalan. Uji petik
penanaman kiri kanan jalan dilakukan pada koordinat
10 3’ 7,6” N dan 990 59’ 1” E, berupa penanaman
jenis anakan kapur.
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Dampak terhadap tanah dan
air

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

c. Pengelolaan mekanis berupa pemeliharaan jalan
dengan pemadatan, pembuatan sedimen trap dan
mating-mating..

Alasan pengelolaan belum dilakukan seluruhnya adalah:

a. Masih terdapatnya bagian jalan yang rusak dan
berlumpur yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan
yang dapat menyebabkan erosi tanah yang terbawa
ke aliran permukaan.

b. Sebagian besar tebing jalan tidak tertutup cover crop
yang berpotensi menyebabkan erosi.

c. belum menyediakan sarpras penanganan limbah B3
dan imbah domestik, yang berpotensi menyebabkan
tercemarnya tanah dan air akibat limbah tersebut.

3.3.5 D (2) Sedang | Terdapat dokumen RKL-RPL PT Anugerah Rimba Makmur,

Rencana dan implementasi (2) No. Pengesahan  dari BLH SUMUT  nomor

pemantauan dampak 40.B./ANDAL/2009 tanggal 20 Agustus 2009,

terhadap tanah dan air Kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air adalah:

a. Pengukuran debit air

b. pengukuran curah hujan

c. Pengukuran erosi

d. Pengamatan vegetasi tegakan hutan di KPPN dan
Buffer Zone TNBG.

e. Penerapan manajemen RIL

Ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan diantaranya

penanganan limbah B3, limbah domestik, pengamatan

sedimentasi, pemantauan kimia tanah, kualitas air, dan
biota air.
3.3.6 D (2) Baik (3) | Hasil pengukuran erosivitas di bekas jalan sarad adalah

0,7 m3/th kategori rendah.

Hasil pengamatan lapangan di water point (sumber air)
pada titik koordinat 10 2’ 25,1” N dan 990 9’ 21,1" E,
pada Blok tebangan 2011, terlihat dengan kasat mata
bahwa warna iar masih jernih dan masih terdapat ikan
lele hasil tangkapan karyawan.

Dampak yang ditimbulkan dinilai masih belum ada
dampak signifikan, karena kegiatan pengusahaan hutan
baik secara TPTI maupun THPB belum berjalan
sempurna.

Kesimpulan Indikator 3.3

26/36 = 72,22% (Sedang)
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4. Indikator 3.4. : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau
langka (endangered), jarang (rare), terancam punah
(threatened) dan endemic.

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
3.4.1 D (2) Baik (3) | Terdapat SOP untuk seluruh jenis yang dilindungi
Ketersediaan prosedur dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
identifikasi flora dan fauna mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku,
yang dilindungi dan/atau yaitu:
langka, jarang, terancam a. SOP Keling.01/ARM-SOP/2014, 12/02/2014, mengenai
punah dan endemik mengacu Identifikasi Satwa Liar, membahas identifikasi
pada perundangan/ peraturan keberadaan seluruh satwa liar melalui pengamatan
yang berlaku jejak, suara, sarang, perjumpaan, feses, wawancara.
b. SOP Keling.02/ARM-SOP/2014, tanggal 27 Februari
2014, mengenai Identifikasi Flora. Membahas
ekplorasi seluruh jenis flora.
c. SOP Keling 04/ARM-SOP/2016, tanggal 12 Maret
2016. Tentang Pemantauan Flora dan Fauna,
membahas tata cara pengambilan sampel
pengamatan flora dan fauna dan perhitungan INP dan
keanekaragaman.
3.4.2 D (2) Sedang | Dari laporan identifikasi fauna belum mengkategorikan
Implementasi kegiatan (2) status dilindungi seuai PP No.7 tahun 1999, status
identifikasi keberadaan (langka, jarang, terancam punah dan

endemik),

Identifikasi dilakukan baru pada jenis mamalia dan aves.
Terdapat bukti dokumen:

a. Laporan hasil identifikasi flora tahun 2016, 2017.

b. Laporan hasil pemantauan Satwa Liar 2014, 2015,
2016.

Kesimpulan Indikator 3.4

10/12 = 83,33% (Baik)

5. Indikator 3.5.: Pengelolaan flora untuk :
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemic

pengelolaan flora yang
dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang
berlaku

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
3.5.1 D (2) Sedang | Terdapat Prosedur:
Ketersedian prosedur (2) a. SOP Keling.02/ARM-SOP/2014, tanggal 27 Februari

2014, mengenai Identifikasi Flora.

b. SOP Keling 04/ARM-SOP/2016, tanggal 12 Maret 2016.
Tentang Pemantauan Flora dan Fauna

Prosedur sudah mengacu pada:
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dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah
dan endemic

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

a. PP No.7 tahun 1999,

b. Redlist IUCN, Appendiks CITES.

Prosedur diatas belum memuat seluruh jenis flora namun

hanya membahas prosedur identifikasi pohon berkayu.

Belum mencakup seluruh jenis flora (seperti famili

palmae, anggrek, tumbuhan merambat, saprofit, epifit,

dll) padahal flora dilindungi tidak hanya dari jenis pohon.

Pengelolaan flora secara spesifik belum tercantum dalam

SOP, namun UM telah melakukan alokasi luasan tertentu

untuk pengelolaan flora pada dokumen Amdal (RKL-RPL)

dan RKU sebagai bentuk pengelolaan seperti:

a. Upaya perlindungan habitat flora dengan cara
mengalokasikan kawasan tertentu pada dokumen
RKU berupa: kawasan sempadan sungai, kawasan
sekitar mata air, KPPN, , dll.

b. Upaya pengelolaan kawasan lindung: tata batas
kawasan lindung, pemasangan papan informasi,

c. Sosialisai kepada masyarakat dan karyawan.

d. Pengalokasian untuk Konservasi Insitu.

3.5.2 D (2) Sedang | Laporan implementasi yang ditemukan adalah:

Implementasi kegiatan (2) a. Identifikasi flora

pengelolaan flora sesuai b. Upaya perlindungan habitat flora dengan cara

dengan yang direncanakan mengalokasikan kawsan tertentu berupa: kawasan
sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, KPPN,
dil.

c. Upaya pengelolaan kawasan lindung: tata batas
kawasan lindung, pemasangan papan informasi,
pengayaan jenis tumbuhan, patroli pengamanan.

d. Sosialisai kepada masyarakat dan karyawan.

e. Alokasi untuk konservasi insitu.

Laporan identifikasi flora belum mengkategorikan jenis-

jenis dilindungi terhadap flora yang dijumpai dan belum

dilakukan identifikasi terhadap seluruh jenis flora seperti

anggrek, palm, dll.

3.5.3 D (2) Sedang | Laporan hasil identifikasi flora belum dikategorikan
Kondisi spesies flora (2) sebagai flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemic yang ada di areal ijin PT.
ARM.

Hasil analisi belum disandingkan hasil analisis dokumen
Amdal, sehingga sulit menilai apakah terjadi gangguan
atau tidak.

Identifikasi flora belum dilakukan pada setiap areal
lindung.

Penyebaran flora dilindungi, dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemic belum digambarkan dalam
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Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

Peta Penyebaran.

Kesimpulan Indikator 3.5

12/18 = 66,67% (Sedang)

6. Indikator 3.6 : Pengelolaan fauna untuk :
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemic

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

3.6.1

Ketersedian prosedur
pengelolaan fauna yang
dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan
yang berlaku, dan tercakup
kegiatan perencanaan,
pelaksana, kegiatan, dan
pemantauan)

D (2)

Sedang
(2)

Terdapat prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan

fauna:

a. SOP Keling.01/ARM-SOP/2014, tanggal 12 Februari
2014, mengenai Identifikasi Satwa Liar

b. SOP Keling 04/ARM-SOP/2016, tanggal 12 Maret
2016. Tentang Pemantauan Flora dan Fauna.

Prosedur sudah mengacu pada:
a. PP No.7 tahun 1999,
b. Redlist IUCN, Appendiks CITES.

Pengelolaan fauna secara spesifik belum tercantum
dalam SOP, namun UM telah melakukan alokasi luasan
tertentu untuk pengelolaan fauna pada dokumen Amdal
(RKL-RPL) dan RKU sebagai bentuk pengelolaan seperti:
a. Identifikasi fauna

b. Upaya perlindungan habitat fauna dengan cara
mengalokasikan kawsan tertentu berupa: kawasan
sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, KPPN,
Daerah Pelestarian Satwa Liar, kawasan konservasi
Insitu, pemeliharaan mata air,dll.

c. Upaya pengelolaan kawasan lindung: tata batas
kawasan lindung, pemasangan papan informasi,
pengayaan jenis tumbuhan, patrol pengamanan.

d. Sosialisai kepada masyarakat dan karyawan.

e.  Membuat koridor satwa

Prosedur pemantauan satwa memakai metode

pengamatan melalui perjumpaan, suara, jejak kaki, jejak

gigitan, jejak cakaran, jejak kotoran, bulu, sarang, serta
informasi dari pihak lain,

Prosedur belum menggambarkan secara spesifik

terhadap identifikasi fauna dengan status dilindungi,

jarang, terancam punah dan endemic.

3.6.2

Realisasi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan fauna

D (2)

Sedang
(2)

Laporan implementasi yang ditemukan adalah:
a. Pemantauan satwa
b. Upaya perlindungan habitat satwa dengan cara
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dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah
dan endemic

Nomor & Judul Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
sesuai dengan yang mengalokasikan kawasan tertentu berupa: kawasan
Direncanakan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, KPPN,
Daerah Pelestarian Satwa Liar, dll.

c. Upaya pengelolaan kawasan lindung: tata batas
kawasan lindung, pemasangan papan informasi,
pengayaan jenis tumbuhan, patrol pengamanan.

d. Sosialisai kepada masyarakat dan karyawan.

e. Membuat koridor satwa

Realisasi pemantauan satwa belum dilakukan pada

seluruh kawasan, baik kawasan lindung, maupun blok

produksi.

Belum ada pengkategorian fauna yang dilindungi, jarang,

langka, terancam punah dan endemic dari hasil

pemantauan.
3.6.3 D (2) Sedang | Realisasi pemantauan satwa belum dilakukan pada
Kondisi species fauna (2) seluruh kawasan, baik kawasan lindung, maupun blok

produksi.

Belum ada pengkategorian fauna yang dilindungi, jarang,
langka, terancam punah dan endemic dari hasil
pemantauan,

Penyebaran fauna dilindungi, dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemic belum digambarkan dalam
Peta Penyebaran.

Kesimpulan Indikator 3.6

12/18 = 66,67% (Sedang)

D. KRITERIA SOSIAL

1. Indikator 4.1

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang

izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau

masyarakat setempat

Nomor & Judul

mengenai pola penguasaan
dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak
dasar masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat, dan rencana
pemanfaatan SDH oleh
pemegang izin

. Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
4.1.1. D Baik Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan
Ketersediaan dokumen/laporan 3) atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan

sumber daya hutan yang dilaksanakan pada kampung
Rantau Panjang, Singkuang, Lubuk Kapundung 1, Lubuk
Kapundung 2 dan kampung Hutan Imbaru. Dari hasil
wawancara dengan warga kampung Rantau Panjang dan
kampung Lubuk Kapundung 1 bahwa lahan masyarakat
yang berada di areal PT ARM telah lama dikuasai
masyarakat secara turun menurun untuk lahan pertanian.

PT ARM telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
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setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat.
4.1.2. Sedang | Hasil telaahan terhadap SOP-SOP tersebut berisi uraian
Tersedia mekanisme (2) yang cukup lengkap tentang pengertian, tujuan, sasaran,
pembuatan batas /rekonstruksi penanggung jawab, tahapan-tahapan kegiatan serta
batas kawasan secara laporan hasil kegiatan. Hasil wawancara dengan warga
partisipatif dan penyelesaian kampung Rantau Panjang dan Kampung Lubuk
konflik batas kawasan Kapundung 1, bahwa masyarakat belum mengetahui
adanya prosedur penataan batas partisipatif dan
penyelesaian konflik social, tetapi dalam pelaksanaannya
sudah dilaksanakan di lapangan.
4.1.3. Sedang | Mekanisme yang dibuat oleh PT ARM belum lengkap dan
Tersedia mekanisme (2) belum sesuai dengan SOP yang ada, laporan yang
pengakuan hak-hak dasar tersedia hanya melaporkan identifikasi dan sosialisasi.
masyarakat hukum adat dan Perlu beberapa SOP yang mengatur tentang
masyarakat setempat dalam pemanfaaatan hasil hutan bukan kayu.
perencanaan pemanfaatan
SDH
4.1.4. Sedang | Pembuatan batas partisipatif dilaksanakan pada kampung
Terdapat batas yang (2) Rantau Panjang, laporan pembuatan batas tersebut
memisahkan secara tegas memuat luas areal dan pemilik lahan. Sedangkan
antara kawasan/areal kerja kampung Singkuang, Lubuk Kapundung 1, Lubuk
unit manajemen dengan kapundung 2 dan Huta Imbaru sampai saat ini tidak
kawasan kehidupan dilaksanakan, pelaksanaan hanya berupa identifikasi
masyarakat lahan masyarakat.
Beberapa lahan kehidupan seperti lahan desa Singkuang,
Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2 dan Desa
Huta Imbaru hanya melaksanakan inventarisasi dan
pembuatan peta lokasi lahan kehidupan masyarakat. PT
ARM memiliki sebagian bukti — bukti terkait luas dan
batas kawasan areal perusahaan dengan kawasan
pemanfaatan oleh masyarakat
4.1.5. Sedang | Dalam kegiatan operasionalnya PT ARM telah mendapat
Terdapat persetujuan para (2) persetujuan dan dukungan dari para pihak (dalam hal ini
pihak atas luas dan batas areal pemerintah pusat/daerah dan masyarakat sekitar areal)
kerja IUPHHK/KPH yang dibuktikan dengan masih berlangsungnya kegiatan
operasional perusahaan dan surat dukungan dari
sebahagian masyarakat sekitar. Tidak tersedia dokumen
yang mendukung keberadaan PT ARM dari kampung
Singkuang, Lubuk Kapundung 1 dan Huta Imbaru
Pada areal PT ARM terdapat persetujuan/dukungan oleh
sebagian pihak dan dan masih ada konflik yang dapat
dikelola dengan baik
Kesimpulan Indikator 4.1 22 /30 x 100% = 73,33% (Sedang)
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2. Indikator 4.2

. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Nomor & Judul . . . .
L Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

4.2.1. D Sedang | Dokumen Rencana Operasional Pemberdayaan

Ketersedian dokumen yang 2) Masyarakat Desa Hutan (Kelola Sosial) tahun 2014 -

menyangkut tanggung jawab 2017, Rencana Pola Kemitraan RKT 2014 - 2016

sosial pemegang izin sesuai Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Rencana

dengan peraturan Kemitraan Kehutanan tahun 2014 - 2016 tidak

perundangan yang merincikan secara detail rencana kegiatan untuk masing-

relevan/berlaku. masing desa pada kegiatan kelola sosial dan pola
kemitraan, sebagian besar berupa rencana kemitraan
tanaman Kehidupan yang lokasinya berada di lahan
masyarakat. Sedangkan Laporan Kelola Sosial PT ARM
tahun 2014 - 2016 tidak merincikan alokasi tanggung
jawab social pemegang ijin kepada desa — desa yang
berada di sekitar areal IUPHHK
PT ARM memiliki sebagian dokumen yang menyangkut
tanggung jawab sosial kepada masyarakat — sesuai
peraturan perundangan yang relevan / berlaku

4.2.2. D Sedang | SOP yang ada merupakan SOP yang berlaku sampai saat

Ketersediaan mekanisme 2) ini dan belum dilakukan revisi mengikuti struktur

pemenuhan kewajiban sosial organisasi atas penggantian personil penanggung jawab

pemegang izin terhadap dan pejabat yang berwenang (manager HTI sudah tidak

masyarakat lagi bekerja) dan perlu beberapa penambahan SOP
seperti SOP pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, SOP
partisipasi masyarakat dengan pola kemitraan, SOP hutan
tanaman masyarakat dengan pola kemitraan
PT ARM sebagian memiliki mekanisme yang lengkap &
legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin
terhadap masyarakat

4.2.3. D Baik Sejak tahun 2014 PT ARM melakukan sosialisasi kepada

Kegiatan sosialisasi kepada 3) kampung Ranto Panjang, kampung Lubuk Kapundung 1,

masyarakat mengenai hak dan kampung Lubuk Kapundung 2, kampung Huta Imbaru

kewajiban pemegang izin dan Kampung Singkuang yang menyangkut tentang Visi

terhadap masyarakat dalam dan Misi perusahaan, sosialisasi rencana kemitraan,

mengelola SDH sosialisasi batas areal dan sosialisasi PMDH
PT ARM memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi
mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap
masyarakat dalam mengelola SDH disertai daftar hadir,
resume sosialisasi dan dokumentasi sejak tahun 2014 -
2017

4.2.4. D Sedang | Tanggung jawab sosial PT ARM selama ini hanya

Realisasi pemenuhan tanggung (2) berbentuk bantuan, perencanaan kelola social partisipatif

jawab sosial terhadap belum berjalan sehingga realisasi pemenuhan tanggung

masyarakat /implementasi jawab tersebut tidak terencana dengan baik

hak-hak dasar masyarakat PT. ARM memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan

hukum adat dan masyarakat tanggung jawab sosial terhadap masyarakat
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setempat dalam pengelolaan
SDH

4.2.5.

Ketersediaan laporan/dokumen
terkait pelaksanaan tanggung
jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi.

Sedang
(2)

PT ARM memiliki sebagian bukti tentang laporan/
dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial
pemegang izin yang tertuang dalam laporan Laporan
Kelola Sosial tahun 2014 — 2016, dan saat ini tidak ada
klaim ganti rugi atas aktivitas operasional PT ARM.

Kesimpulan Indikator 4.2

22 /30 x 100% = 73,33% (Sedang)

3. Indikator4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para pihak

Nomor & Judul . . 3 .
e Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier

4.3.1. D Sedang | Tersedia sebagian data dan informasi masyarakat

Ketersediaan data dan (2) hukum adat yang terpengaruh, terlibat, tergantung oleh

informasi masyarakat hukum aktivitas pengelolaan SDH

adat dan/atau masyarakat PT ARM memiliki sebagian data dan informasi

setempat yang terlibat, masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

tergantung, terpengaruh oleh yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas

aktivitas pengelolaan SDH. pengelolaan SDH

4.3.2. D Sedang | Hasil wawancara Kepala Bidang P2H bahwa sebagai

Ketersediaan mekanisme (2) penanggung jawab (Ir. Heru Iskandar/Manager HTI)

peningkatan peran serta dan sudah tidak bekerja di PT ARM, sehingga SOP tersebut

aktivitas ekonomi masyarakat perlu direvisi sesuai dengan struktur organisasi yang

hukum adat dan/atau terbaru. Legalitas SOP perlu di revisi sesuai dengan

masyarakat setempat penanggung jawab agar SOP tersebut dapat dipahami
dan dimengerti oleh setiap personil yang terkait.
PT ARM memiliki sebagian mekanisme terkait
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
yang legal, lengkap dan jelas yang berbasis hutan

4.3.3. D Sedang | Di dalam dokumen rencana pemegang izin mengenai

Keberadaan dokumen rencana (2) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

pemegang izin mengenai masyarakat tidak merinci kampung-kampung yang

kegiatan peningkatan peran terlibat, PT ARM belum melibatkan masyarakat di dalam

serta dan aktivitas ekonomi rencana kelola social

masyarakat PT. ARM memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun
belum lengkap dan jelas

4.3.4. D Sedang | Realisasi Peningkatan Pendapatan dan Tumbuhnya

Implementasi kegiatan (2) Ekonomi Masyarakat sekitar PT. ARM tahun 2015 sebesar

peningkatan peran serta dan 17.6 % dan tahun 2016 sebesar 27.2 % dari rencana

aktivitas ekonomi masyarakat sehingga rata-rata sebesar 22.4 % (< 50 %).

hukum adat dan atau masya- PT. ARM telah mengimplementasikan sebagian kegiatan

rakat setempat oleh pemegang peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat
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izin yang tepat sasaran

setempat dalam pengelolaan SDH

4.3.5.

Keberadaan dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para
pihak

Sedang
(2)

PT ARM memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para pihak namun belum
lengkap dan terdokumentasi dengan baik (tidak tersedia
dokumen distribusi pada tahun 2013, 2014)

Kesimpulan Indikator 4.3

20 /30 x 100% = 66.67 % (Sedang)

4. Indikator4.4 :

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

4.4.1.

Tersedianya mekanisme
resolusi konflik

D

Sedang
(2)

Penanggung jawab pelaksanaan (manager HTI) sudah
tidak berada di tempat, perlu merevisi SOP tersebut
dengan penanggung jawab (manager HTI yang terkini).
Manager HTI harus mengetahui secara persis SOP
tersebut sehingga memudahkan pelaksanaan di lapangan.
Tidak terdapat struktur organisasi yang jelas mengenai
alur penyampaian dan penyelesaian serta pendelegasian
yang tegas dari manajemen puncak

PT. ARM memiliki sebagian mekanisme resolusi konflik
yang lengkap dan jelas

4.4.2.
Tersedia peta konflik

Baik
(3)

Di dalam areal PT ARM terdapat potensi konflik lahan oleh
masyarakat sekitar yang sudah terlebih dahulu
menggarap lahan khususnya perkebunan karet dan
tanaman keras lainnya. PT ARM memiliki peta identifikasi
areal yang bermasalah, dan penyusunan pemetaan konflik
yang sudah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/
PHPL/UHP/PHPL.1 /2/2016 tentang Pedoman
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang
Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.

4.4.3.

Adanya kelembagaan resolusi
konflik yang didukung oleh
para pihak

Sedang
(2)

SOP Penyelesaian Konflik Sosial PT ARM didukung oleh
para pihak (manajemen pusat, para pihak yang terkait
dengan penyelesaian konflik), terkait pendanaan dalam
penanganan konflik, PT ARM belum menyusun Anggaran
Penyelesaian Konflik Tahun 2013 - 2016, sejauh ini
pendanaan untuk penyelesaian konflik selalu dipenuhi
sesuai kebutuhan dan penyelesaian konflik diupayakan
sampai selesai/tuntas

PT ARM memiliki struktur organisasi yang menangani
konflik yang tertuang di dalam SOP Penyelesaian Konflik
Sosialedisi 2017 Rev. # 1 berlaku dari 15 September
2017, yang didukung oleh para pihak tetapi pendanaan
belum dianggarkan secara khusus dalam mengelola
konflik.
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4.4.4.

Ketersediaan dokumen proses
penyelesaian konflik yang
pernah terjadi

Sedang
(2)

Dokumen  penyelesaian  konflik  terkait  dengan
permasalahan pembukaan Ilahan dan perambahan
tersebut belum lengkap dan perlu membuat bagan alur
kejadian (kronologis), waktu kejadian dan penyelesaian
(terselesaikan atau dalam proses) dengan membuat
Berita Acara Kesepakatan

PT. ARM memiliki laporan/dokumen penanganan konflik,
namun tidak lengkap dan kurang jelas

Kesimpulan Indikator 4.4

18 /24 x 100 % = 75,00 % (Sedang)

5. Indikator4.5 :

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja

Nomor & Judul
Verifier

Bobot

Ringkasan Justifikasi

4.5.1.
Adanya hubungan industrial.

D

Sedang
(2)

PT ARM telah merealisasikan hubungan industrial sesuai
dengan PP Bab VI pasal 29 ayat 3 terutama kepada
karyawan dengan status bulanan, terdapat karyawan
dengan status borongan yang belum direalisasikan sesuai
dengan peraturan tersebut terutama karyawan borongan
dan harian. Sebagaian karyawan belum mengetahui dan
mengerti akan peraturan perusahaan yang berlaku pada
PT ARM

PT ARM telah merealisasikan sebagian besar hubungan
industrial dengan seluruh karyawannya

4.5.2.

Adanya rencana dan realisasi
pengembangan kompetensi
tenaga kerja

Sedang
(2)

Prosentase pelaksanaan pengembangan kompentasi
tahun 2014 (75 %), tahun 2015 (136 %) dan tahun 2016
(9 %). Rata-rata pelaksanaan pengembangan potensi
73.33 %

Masih terdapat kekurangan tenaga teknis sebanyak
sebanyak 4 orang Ganis PHPL yaitu Nenhut kurang 2
orang dan Binhut kurang 2 orang

4.5.3.

dan implementasinya

Dokumen standar jenjang karir

Baik
(3)

PT ARM memiliki dokumen standar jenjang karir yang
lengkap yang dituangkan dalam Pedoman Pengupahan
dan Hak Karyawan yang mengatur masalah
penggolongan karyawan, struktur upah karyawan dan
promosi, demosi dan mutasi jabatan, fasilitas karyawan
dan hak karyawan. Dari hasil observasi kepada karyawan
bahwa seluruh system penjenjangan karir telah
diimplimentasikan

PT ARM memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah
diimplementasikan seluruhnya

4.5.4.

Adanya dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan
implementasinya.

Sedang
(2)

PT ARM telah mengimplementasikan sebagian tunjangan-
tunjangan yang tercantum di Peraturan Perusahaan
kepada seluruh karyawan, seperti gaji sesuai jadwal,
karyawan diikutkan dalam program BPJS
Ketenagakerjaan sedangkan untuk BPJS Kesehatan
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sebagian karyawan masih dalam proses pengurusan dan
fasilitas lainnya cukup memadai, namun  terdapat
beberapa hal karyawan terutama karyawan borongan dan
harian yang belum diikutsertakan.

Kekhawatiran karyawan adalah sulitnya jaringan
komunikasi yang sampai saat ini apabila melakukan
komunikasi perlu berjalan 3 km untuk sampai di lokasi
(menara) yang dapat menjangkau signal HP.

Kesimpulan Indikator 4.5

18 /24 x 100% = 75,00 % (Sedang)

E. VLK HUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA
No. Nomor & Judul Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
1. 1.1.1.a M PT Anugerah Rimba Makmur merupakan perusahaan

Dokumen legal terkait perizinan
usaha (SK IUPHHK)

pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman Industri berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

: SK. 669/MENHUT-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009

tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan

Tanaman Kepada PT Anugerah Rimba Makmur atas Areal

Hutan Produksi seluas + 49.230 (empat puluh sembilan

ribu dua ratus tiga puluh) Hektar di Kabupaten

Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HTI atas nama PT

Anugerah Rimba Makmur Nomor : SK. 669/MENHUT-

11/2009, tanggal 15 Oktober 2009 dengan judul Peta

Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT

Anugerah Rimba Makmur Kabupaten Mandailing Natal

Provinsi Sumatera Utara Luas + 49.230 HA Skala

1:100.000.

Dokumen legalitas lainnya yg dimiliki oleh PT ARM yaitu

shb :

1) Akte Pendirian perusahaan nomor: 27 tanggal 31 Juli
2006 yang dibuat dihadapan Notaris Cipto Sunaryo
S.H.

2) Akte Perubahan Terakhir Nomor 22 tanggal 28 Januari
2014 dari Notaris Cipto Sunaryo, SH.

3) Izin Usaha Perdagangan (IUP) No.0989/0840/
1.1/0602/03/2015 tanggal 10Maret 2015

4) Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan
Industri Nomor: 4822/4833/4911/2.1/ 0602/08/
2015 tanggal 01 September 2015

5) TDP Nomor: 02.12.1.46.09829/3780/3772/07/2016

6) NPWP: 02.590.965.6-111.000
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2. | 111b M Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran
Bukti pemenuhan kewajiban Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tanaman Industri (IIUPHHK-HTI) Nomor: S.1105/VI-
Hasil Hutan Kayu (ITUPHHK). BIKPHH/2009 tanggal 27 Oktober 2009 untuk atas nama PT
Tidak berlaku untuk Pemegang Anugerah Rimba Makmur atas areal seluas + 49.230 Ha di
Hak Pengelolaan Provinsi Sumatera Utara. Tarif IIUPHHK baru pada HTI Rp.

2.600,-/Ha sejumlah Rp. 127.998.000,-.

Dokumen SPP Iuran IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba
Makmur diterbitkan/ dibuat oleh Direktur Jenderal Bina
Produksi Kehutanan Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A  NIP.
19571020 198203 1 002.

Terdapat bukti setor Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu tujuan ke Bendaharawan Penerima Setoran
IUPHHK norek. 102 000 420 3870 sebesar Rp. 127.998.000,-
tertanggal 2 November 2009.

Pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Medan
Imam Bonjol dengan pembayaran Cash/Tunai.

3. |1lllc NA | Pada areal IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur tidak
Penggunaan kawasan yang sah terdapat penggunaan kawasan lain yang sah di luar kegiatan
di luar kegiatan IUPHHK (jika IUPHHK.
ada)

PRINSIP 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

No.

Nomor & Judul
Verifier

Ringkasan Justifikasi

2.1.1.a

Dokumen RKUPHHK/RPKH,
RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta
lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang
berwenang, meliputi :

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang

disusun berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis PHPL
Timber Cruising dan/atau
Canhut

2. Dokumen RKT/RTT yang
disusun berdasarkan RKU/RPKH
dan disahkan oleh pejabat yang
berwenang atau yang disahkan
secara self approval

3. Peta rencana penataan areal
kerja yang dibuat oleh Ganis
PHPL Canhut

e Terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu

10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011-2020 atas
nama PT Anugerah Rimba Makmur yang telah
mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: SK.131/VI-BUHT/2011
tanggal 06 Oktober 2011.

e Dokumen RKUPHHK atas nama PT. ARM untuk periode

2011-2020 telah disusun berdasarkan Permenhut Nomor.
P.62/Menhut-1I/2008 Jo. P.14/Menhut-1I/2009 tentang
Rencana Keja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.
Berdasarkan hasil Deleniasi Makro dan kegiatan
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).

e Terdapat dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: SK.131/VI-BUHT/2011 tanggal 6 Oktober 2011
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka
Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 - 2020
atas nama PT Anugerah Rimba Makmur di Provinsi
Sumatera Utara. Surat Keputusan dibuat a.n. Menteri
Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.b.
Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, ttd. Ir. Herry
Prijono, M.M., NIP. 19560425 198203 1 010.

e Terdapat pengesahan salinan sesuai dengan aslinya dari
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Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Imam
Setiohargo, SH. MH, NIP. 19630125 199203 1 003.
Pengesahan ditandatangani dan stempel basah.

Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HTI an. PT Anugerah
Rimba Makmur dengan judul Peta Rencana Tata Ruang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman industri (IUPHHK-HT) PT Anugerah Rimba
Makmur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera
Utara Luas + 49.230 Ha skala 1:100.000.

Peta dibuat oleh Konsultan Pelaksana PT. Kreasi Prima
Consultant dengan ditandatangai oleh Bambang Hartono
sebagai Direktur Utama. Peta disetujui oleh PT Anugerah
Rimba Makmur dan ditanda tangani oleh Direktur Utama
PT. ARM, Musa Idishah.

PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen IHMB,
dokumen Deliniasi Makro serta dokumen Deliniasi Mikro
atas nama PT Anugerah Rimba Makmur yang telah
disusun pada bulan April 2010 untuk dokumen IHMB,
bulan Juli 2010 untuk dokumen Deliniasi Makro serta
disusun bulan April 2010 untuk dokumen Deliniasi Mikro.
Seluruh dokumen telah disahkan secara self approval oleh
Direktur Utama PT. Anugerah Rimba Makmur: Musa
Idishah.

Dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2016 telah disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor:
522.21/2194 tanggal 13 September 2016 yang berlaku 12
(dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan dilengkapi
dengan Peta RKTUHPHHK-HTI skala 1 : 50.000. SK
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kahutanan Provinsi
Sumatera Utara (Ir. Halen Purba, MM. NIP. 19620719
198802 1 001), serta dibubuhi dengan stempel basah
Dinas Kehutanan. Adapun Realisasi Penanaman dan
Pemanenan RKTUPHHK-HTI tahun 2016 sebagai berikut :
1) Penanaman

- Tanaman TPTII/SILIN/Unggulan (jenis Meranti, dll) :

- Tanaman Pokok pada kegiatan THPB (jenis Karet) :
NIHIL

- Tanaman Kehidupan pada kegiatan THPB (jenis
Karet) : NIHIL

- Rehabilitasi Non Hutan (Jenis Kapur, Meranti,
Keruing, dIl) : NIHIL

2) Pemanenan
- Pada areal hutan alam Blok TPTI (kayu bulat >
50 cm) : 219,52 m* (1,13%)
- Pada areal Blok TPTII/SILIN : NIHIL
- Pada areal Blok THPB : NIHIL

- Pada areal hutan pembangunan sarana
prasarana (jalan/PWH, persemaian dan Base
Camp) : NIHIL

Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2017 telah disahkan oleh
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Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor:
522.21/2575 tanggal 15 September 2017 yang berlaku 12
(dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan dilengkapi
dengan Peta RKTUHPHHK-HTI skala 1 : 50.000. SK
RKTUPHHK-HTI tahun 2017 ditandatangani oleh Kepala
Dinas Kahutanan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Halen
Purba, MM. NIP. 19620719 198802 1 001), serta dibubuhi
dengan stempel basah Dinas Kehutanan.
DokumenRKTUPHHK-HTI tahun 2017 disusun oleh
GanisPHPL-Canhut atas nama Kris Fendrawan No. 00438-
02/CANHUT/II/2017. Adapun Rencana Penanaman dan
Pemanenan pada RKTUPHHK-HTI tahun 2017sebagai
berikut :
1) Penanaman
- Tanaman TPTII/SILIN/Unggulan (jenis Meranti, dll) :
- Tanaman Pokok pada kegiatan THPB (jenis Karet) : -
- Tanaman Kehidupan pada kegiatan THPB (jenis
Karet) : 964,43 Ha
- Rehabilitasi Non Hutan (Jenis Kapur, Meranti,
Keruing, dll) : 75 Ha
2) Pemanenan
- Pada areal hutan alam Blok TPTI (kayu bulat >
50 c¢m) : Luas 341,74 Ha dan 8.297,24 m>.
- Pada areal Blok TPTII/SILIN : -
- Pada areal Blok THPB : -
- Pada areal hutan pembangunan sarana

prasarana (jalan/PWH, persemaian dan Base
Camp) : Luas 14,56 Ha dan 466,69 m°.

PT Anugerah Rimba Makmur memiliki 2 orang Tenaga

Teknis (Ganis) PHPL Canhut yaitu :

1) Kris Fendrawan No. Register 00438-
02/CANHUT/11/2017 berlaku dari tanggal 03 Januari
2017 s/d tanggal 03 Januari 2020.

2) Rahimin No. Register 00435-02/CANHUT/II/2016
berlaku dari tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal
08 Desember 2019.

5. 2.1.1b

Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di lapangan

Dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur
periode 2011 s/d 2020terdapat Rencana Penataan Ruang
yang menyebutkan bahwa yang menjadi areal Kawasan
Lindung dalam areal kerja PT Anugerah Rimba Makmur
adalah seluas 12.731 Hektar atau 25,86% dari luas areal
kerja dengan perincian sebagai berikut:

1)

2)
3)
4)
5)

Areal kelerengan >40%, scoring >175, ketinggian
>200 mdpl, lereng >15% dengan jenis tanah sangat
peka erosi seluas 1.886 Ha.

Areal Sempadan Sungai seluas 2.685 Ha.

Areal Bufferzone Hutan Lindung seluas 5.460 Ha.
Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 408 Ha.
Daerah Perlindungan Satwa Liar seluas 919 Ha.
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6) Kawasan Konservasi Insitu seluas 1.373 Ha.

Selanjutnya dalam Peta RKT 2017 telah memuat areal yang
tidak boleh ditebang (Areal Kawasan Lindung) Berupa :
Kawasan Lindung (Lereng E)

Kawasan Perlindungan Satwa Liar

Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah

Kawasan Konservasi In-situ

Buffer Zone

Koridor Satwa

. Sempadan Sungai

Pada lampiran peta RKTUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba
Makmur Tahun 2017 telah digambarkan dengan jelas
kawasan lindung tersebut.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan membuktikan adanya
areal yang tidak boleh ditebang, yaitu Sempadan Sungai
Parlampungan.Terdapat penandaan batas sempadan sungai
berupa polet cat warna biru yang berada pada koordinatN
01°02’ 05,3” dan E 099° 03 57,6".

Nouwuhwie=

6. 2.1.1.c.

Penandaan lokasi blok
tebangan/ blok RKT/petak RTT
yang jelas di peta dan terbukti
di lapangan

e Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI PT ARM tahun
2016 dan RKTUPHHK-HTItahun 2017 skala 1 : 50.000
terdapat penandaan petak-petak tebangan yang
disahkan dan diarsir serta di stempel pada petanya.

e Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap batas-batas
blok tebangan diperoleh bukti bahwa PT ARM telah
melakukan penandaan batas-batas blok tebangan
dengan jelas dan sesuai dengan peta.

e Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi
Blok tebangan pada RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun
2017. Penandaan pada batas Blok RKT ditandai dengan
cat warna merah polet dua dan penandaan pada antar
Petak ditandai dengan cat warna kuning polet dua,
dengan rincian sebagai berikut :

a) Batas Petak W.14 dan W.13 yang berada pada Blok
RKT 2017 dengan koordinat N 01° 02" 31,94” E 099°
08" 26,74" ditandai dengan plang berwarna putih
ukuran 20x30 cm dan tinggi 60 cm.

b) Batas Petak V.14 dan W.14 yang berada pada Blok
RKT 2017 dengan koordinat N 01° 02’ 29,95” E 099°
08" 29,60" ditandai dengan plang berwarna putih
ukuran 20x30 cm dan tinggi 60 cm.

c) Batas Petak V.14 dan V.15 yang berada pada Blok
RKT 2016 dengan koordinat N 01° 02’ 25,08” E 099°
08’ 59,59” ditandai dengan plang berwarna putih
ukuran 20x30 cm dan tinggi 60 cm.

d) Plang Blok RKT 2016 berada pada koordinat N 01°
02’ 25,08” E 099° 08’ 59,59” ditandai dengan plang
warna putih ukuran 80 x 100 cm dan tinggi 100 cm.

7. 2.2.1.a
Dokumen Rencana Kerja Usaha

e Sebagaimana telah diuraikan pada verifier 2.1.1.a.,
bahwa terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka
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Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
RKUPHHK) (bisa dalam proses)
dengan lampiran-lampirannya

Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011-2020
atas nama PT Anugerah Rimba Makmur yang telah
mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: SK.131/VI-BUHT/2011
tanggal 06 Oktober 2011.

e Dokumen RKUPHHK atas nama PT. ARM untuk periode
2011-2020 telah disusun pada tahun 2011 oleh
Konsultan Pelaksana PT. Kreasi Prima Consultant.
Penyusunan dokumen RKUPHHK PT ARM ini
berdasarkan Permenhut Nomor. P.62/Menhut-II/2008
Jo. P.14/Menhut-1I/2009 tentang Rencana Keja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
dan Hutan Tanaman Rakyat. Berdasarkan hasil Deleniasi
Makro dan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berkala (IHMB).

e Terdapat dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: SK.131/VI-BUHT/2011 tanggal 6 Oktober 2011
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk Jangka
Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 - 2020
atas nama PT Anugerah Rimba Makmur di Provinsi
Sumatera Utara. Surat Keputusan dibuat a.n. Menteri
Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan,
u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, ttd. Ir. Herry
Prijono, M.M., NIP. 19560425 198203 1 010.

e Terdapat pengesahan salinan sesuai dengan aslinya dari
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Imam
Setiohargo, SH. MH, NIP. 19630125 199203 1 003.
Pengesahan ditandatangani dan stempel basah.

e Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HTI an. PT Anugerah
Rimba Makmur dengan judul Peta Rencana Tata Ruang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman industri (IUPHHK-HT) PT Anugerah Rimba
Makmur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera
Utara Luas + 49.230 Ha skala 1:100.000.

2.2.1.b.

Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam
pada areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan tanaman
industri.

NA

PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan penyiapan
lahan dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk
penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman
industri atau sistem THPB.

PRINSIP 3 : Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat

No.

Nomor & Judul
Verifier

Ringkasan Justifikasi

3.1.1.

Dokumen LHP vyang telah
disahkan oleh pejabat yang

e Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP PT Anugerah

Rimba Makmur pada periode audit (Desember 2016 s/d
November 2017) diketahui bahwa dokumen LHP dibuat
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berwenang

oleh Ganis PHPL PKB. Adapun Ganis PHPL PKB yang

dimiliki oleh PT Anugerah Rimba Makmur saat dilakukan

audit sebanyak 2 (dua) orang Ganis PHPL PKB dengan
rincian sebagai berikut:

1) Abbas Pohan dengan nomorregister 00091-02/PKB-
R/11/2017 berlaku sampai dengan 04 September
2017 s.d. 04 September 2020. Terdapat
penunjukkan Petugas Pembuat LHP an. Abbas
Pohan sesuai SK Direktur Utama PT ARM Nomor :
004/DIR-ARM/KPTS/IX/2017 tanggal 08 September
2017.

2) Teguh Haryanto dengan nomor register 00388-
02/PKB-R/I1/2016 berlaku sampai dengan 08 Juni
2016 s.d. 08 Juni 2019. Terdapat penunjukkan
Petugas Penerbit SKSHHK an. Teguh Haryanto
sesuai SK Direktur Utama PT ARM Nomor : 001/DIR-
ARM/KPTS/1/2017 tanggal 05 Januari 2017.

e Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang telah
dilakukan pada masa rentang waktu audit satu tahun
terakhir, yaitu mulai bulan Desember 2016 sampai
dengan bulan November 2017 dapat diketahui bahwa
pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2016LHP yang diterbitkan
sebanyak 1 LHP vyaitu dengan nomor : 01/LHP-
KB/CO/IX/2017 tanggal 10 September 2017 dengan total
produksi sebanyak 49 batang dengan volume sebesar
219,52 m>. Sedangkan pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2017
PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan
penebangan, namun kayu hasil tebangan tersebut belum
di LHP-kan.

e Uji Petik dilakukan pada LHP dengan stock kayu yang
berada di TPn 01 Petak V.15 Blok RKTUPHHK-HTI Tahun
2016 yang berada pada koordinat N 01° 02’ 25,00” dan E
099° 09’ 06,60” dengan hasil menunjukkan kesesuaian
pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume
yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 3,21 %.

10.

3.1.2.

Surat keterangan sahnya hasil

hutan dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan dan/atau
penampung kayu terdaftar.

NA

PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan kegiatan
pemindahan kayu dari TPK Hutan ke luar areal, dikarenakan
kayu bulat yang ada saat ini (stock) untuk pemakaian sendiri.

11.

3.1.3.a.

Tanda-tanda PUHH/barcode
pada kayu bulat dari pemegang
IUPHHK-HA bisa dilacak balak

PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan kegiatan
penatausahaan kayu melalui SIPUHH. Penandaan kayu pada
kegiatan penatausahaan hasil hutan diverifikasi di TPn 01
Petak V.15 berupa pemberian id barcode pada bontos kayu
dan dapat dibaca dengan barcode scanner. Selain itu
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menggunakan barcode, terdapat penggunaan plastic ecolin
warna merah yang menjelaskan identitas berupa RKT, No.
Petak, No. Pohon, Jenis dan diameter yang bertujuan untuk
mempermudah kegiatan teknis di lapangan.

Dapat diverifikasi bahwa penandaan pada kayu bulat
menggunakan id barcode telah sesuai dengan data pada
dokumen LHP, pemeriksaan barcode dengan uji petik
dilakukan pada barcode no. 0214A09ARMA0000000000001
038, 0214A09ARMA0000000000005435,
0214A09ARMA0000000000003699 dan
0214A09ARMA0000000000003707 diketahui berasal dari LHP
No. 001-LHP-KB/CO/IX/2017 tanggal 10 September 2017.
Dengan demikian, diketahui bahwa id barcode pada kayu
bulat telah sesuai dokumen dan dapat digunakan untuk lacak
balak.

Bukti setor DR dan/ atau PSDH

12. | 3.1.3.b. M PT Anugerah Rimba Makmur memiliki SOP terkait Tata Usaha
Identitas kayu diterapkan Kayu (TUK) terdiri dari:
secara konsisten oleh SOPPenandaan Kayu Tebangan
pemegang izin. SOP Penandaan Kayu di TPn

SOP Penandaan Kayu di TPK

SOP Lacak Balak
Implementasi di lapangan menunjukkan kesesuaian SOP
dengan penandaan kayu di lapangan yang diterapkan secara
konsisten, sehingga terdapat sistem yang memungkinakan
penelusuran kayu atau bisa dilacak balak.

13. | 3.1.4. NA PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan kegiatan
Arsip SKSKB dan dilampiri pemindahan kayu dari TPK Hutan ke luar areal, dikarenakan
Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk kayu bulat yang ada saat ini (stock) untuk pemakaian sendiri.
hutan alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman

14. | 3.2.1.a. M PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen SPP DR dan
Dokumen SPP (Surat Perintah PSDH vyang lengkap dan diterbitkan melalui SI PNBP
Pembayaran) DR dan/atau SIMPONI. SPP yang diterbitkan baik dari kelompok jenis,
PSDH telah diterbitkan volume maupun tarif sudah sesuai dengan LHP.

Total SPP yang diterbitkan pada periode audit :

- DR sebesar US$ 3.150,84 dan terdapat denda
(keterlambatan) DR yang telah dibayar sebesar US$
127,29

- PSDH sebesar Rp 13.914.960,- dan terdapat denda
(keterlambatan) PSDH yang telah dibayar sebesar Rp.
562.164,-

15. | 3.2.1.b. M Terdapat dokumen SI PNBP SIMPONI PT Anugerah Rimba

Makmur selama periode audit sesuai dengan volume, dan
jenis yang terdapat pada LHP yang diterbitkan dan tarif yang
berlaku dan bukti setor pembayaran SI PNBP dari Bank
Mandiri jumlah yang sesuai dengan SPP.

Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH periode
audit yaitu :
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DR sebesar US$ 3.150,84 dan terdapat denda
(keterlambatan) DR yang telah dibayar sebesar US$
127,29

PSDH sebesar Rp 13.914.960,- dan terdapat denda
(keterlambatan) PSDH yang telah dibayar sebesar Rp.
562.164,-

Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan

16. | 3.2.1.c. M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Anugerah
Kesesuaian tarif DR dan PSDH Rimba Makmur telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan
atas hutan alam (termasuk hasil dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Wilayah
kegiatan penyiapan lahan untuk Sumatera.
pembangunan hutan tanaman)
dan kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutan tanaman

17. | 3.3.1. NA PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan melakukan
Dokumen PKAPT kegiatan pemindahantanganan kayu atau penjualan kayu

bulat antar pulau.

18. | 3.3.2. NA PT Anugerah Rimba Makmur tidak melakukan melakukan
Dokumen yang menunjukkan kegiatan pemindahantanganan kayu atau penjualan kayu
identitas kapal bulat antar pulau.

19. | 3.4.1. M PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Sertifikat

Legalitas Kayu dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal
yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Tanda
V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yaitu pada
barcode di Bontos Kayu bertuliskan “Indonesian Legal
W00d093.SVLK.010-IDN.03.15-LVLK-010-IDN". Adapun masa
berlaku S-LK PT Anugerah Rimba Makmur sejak tanggal 14
Maret 2015 s/d tanggal 13 Maret 2018.

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL/RKL-RPL

penebangan
No. Nomor & Judul Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
20. | 4.1.1. M e Terdapat dokumen laporan utama Analisis Dampak

Lingkungan Hidup (ANDAL) atas nama PT Anugerah
Rimba Makmur di Kecamatan Muara Batang Gadis
Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
dengan luas £ 49.555 Ha. Dokumen tersebut disusun
oleh konsultan penyusun Amdal PT. Studiotama Maps
Konsultan yang beralamat di JI. Citarum No. 5 Laladon
Indah, Ciomas, Bogor. Telp/Fax (0251)8637650.

e Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) atas nama PT Anugerah Rimba Makmur di
Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara dengan luas £+ 49.555 Ha.
Dokumen tersebut disusun oleh konsultan penyusun
Amdal PT. Studiotama Maps Konsultan yang beralamat di
JI. Citarum No. 5 Laladon Indah, Ciomas, Bogor.
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Telp/Fax (0251)8637650.

e Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) atas nama PT Anugerah Rimba Makmur di
Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara dengan luas £+ 49.555 Ha.
Dokumen tersebut disusun oleh konsultan penyusun
Amdal PT. Studiotama Maps Konsultan yang beralamat di
JI. Citarum No. 5 Laladon Indah, Ciomas, Bogor.
Telp/Fax (0251)8637650.

e Terdapat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.
660/3244.K/Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan
Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dari Hutan Tanaman oleh PT. Anugrah Rimba Makmur di
Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara. Keputusan tersebut berisi
persetujuan kelayakan lingkungan hidup kegiatan usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman PT
Anugerah Rimba Makmur. Persetujuan kelayakan
tersebut ditinjau dari aspek lingkungan hidup
sebagaimana tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL
dan RPL. Keputusan tersebut ditandatangani oleh
Gubernur Sumatera Utara a/n Syamsul Arifin pada 20
Agustus 2009.

e Terdapat persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup

Sumatera Utara terhadap dokumen tersebut dengan No.
40.B/ANDAL/2009 tanggal 20 Agustus 2009.

21.

4.1.2.a.
DokumenRKL dan RPL

PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL) vyang telah mendapat
pengesahan kelayakan lingkungan berdasarkan Keputusan
Gubernur Sumatera Utara No. 660/3244.K/Tahun 2009
tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman oleh PT.
Anugrah Rimba Makmur di Kecamatan Muara Batang Gadis
Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen RPLdan RKL telah mengacu kepada dokumen
ANDAL hal ini terlihat dari dampak penting yang telah terjadi
maupun yang diperkirakan akan terjadi dalam dokumen
ANDAL telah diakomodir di dalam dokumen RKL dan RPL
untuk dilakukan pengelolaan dan pemantauan secara
periodik serta melakukan pelaporan Kepada Badan
Lingkungan Hidup Provinsi sebagai bukti pelaksanaan dari
RKL dan RPL.

22,

4.1.2.b.

Bukti pelaksanaan pengelolaan
dan pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia,
biologi dan sosial

PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen Laporan
Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2016 dan
Semester I Tahun 2017 yang telah dibuat sesuai dengan
rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta
telah didistribusikan kepada instansi seperti Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wilayah II dan terdapat
bukti tanda terima dari instansi terkait.
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Selanjutnya hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan
pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur
untuk verifikasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
adalah sebagai berikut:

a) Terdapat pemantauan bahaya kebakaran hutan
dengan adanya Menara Api di areal IUPHHK-HTI PT
Anugerah Rimba Makmur dengan koordinat N 01°
02 50,63" ; E 099° 04’ 30,54".

b) Terdapat plang FDR untuk mengetahui tingkat rawan
bahaya kebakaran hutan yang dipasang di Base Camp
Muara Tagelang dengan koordinat N 01° 02" 14,5”; E
0999 03’ 15,8".

c) Terdapat kegiatan Penanaman Kanan Kiri Jalan di
sepanjang jalan mainroad yang berada pada koordinat
N 01° 03’ 07,72" ; E 099° 05’ 09,32". Adapun jenis
pohon yang ditanam yaitu Resak dan Kapur dengan
jarak 3 x 3 m.

d) Terdapat kegiatan Pemantauan Laju Erosi pada areal
bekas tebangan yang berada pada koordinat N 01°
02" 26,02” ; E 099° 09’ 05,94". Pemantauan laju erosi
dengan menggunakan stik erosi sebanyak 10 pcs
dengan jarak antar stik yaitu 1 meter.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

No. Nomor & Judul Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier
23. | 5.1.1.a. M e PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen Standar
Pedoman / Prosedur K3 Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) No. TU.02/ARM-SOP/2014 yang dibuat oleh
Kepala K3 (Adi Kurniawan M.) dan disahkan oleh Manajer
HTI (Heru Iskandar).
e Terdapat SK Manajer HTI PT Anugerah Rimba Makmur
Nomor : 027/HTI-ARM/MADINA/XI/2017 tanggal 20
November 2017 tentang Pembentukan Tim Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Perusahaan PT
Anugerah Rimba Makmur. Dalam SK terlampir Struktur
Organisasi K3 PT Anugerah Rimba Makmur dan yang
bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 An.
Asri Annas, SE (Asisten Tata Usaha).
24. | 5.1.1.b. M Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Anugerah
Ketersediaan Peralatan K3 Rimba Makmur periode bulan November 2017 yang dibuat
oleh Ka. Logistik & Umum.
Hasil pengecekkan di lapangan menunujukkan bahwa
tersedia peralatan K3 tersebut dan dalam keadaan baik.
Adapun peralatan K3 yang dimiliki masih minim dikarenakan
belum seluruhnya kegiatan operasionalnya berjalan serta
dijumpai (tersedia) peralatan K3 di lapangan seperti APAR,
kotak P3K, pelampung dan peralatan APD seperti sepatu
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boat, sepatu safety dan helm yang dibagikan kepada
karyawan dibuktikan dengan adanya dokumen serah terima
APD.

25.

5.1.1.c
Catatan Kecelakaan Kerja

PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Laporan
Kecelakaan / Insiden yang dilaporkan setiap bulan. Selama
periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila
terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani
dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan jika pekerja
sakit berat bisa langsung ke Klinik Nirmala yang berada di
Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing
Natal dengan jarak dari Base Camp menuju klinik dapat
ditempuh dengan waktu + 2 jam.

PT Anugerah Rimba Makmur memiliki upaya dalam menekan

tingkat kecelakaan kerja yaitu sbb :

e Briefing seminggu sekali setiap hari senin sebelum mulai
bekerja.

¢ Melakukan pengarahan atau sosialisasi tentang K3

e Pemberian/pembagian  peralatan K3 seperti helm,
sepatu boat, matel dan APD lainnya kepada pekerja di
lapangan

26.

5.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja

Pada saat periode audit PT Anugerah Rimba Makmur
diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan
karyawan PT ARM, namun perusahaan telah memberikan
kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan,
dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Pernyataan Direktur
Utama PT Anugerah Rimba Makmur Nomor : 002/DIR-
ARM/INT/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang berisi
tentang membebebaskan karyawan untuk membentuk
serikat pekerja/ serikat buruh di dalam lingkungan
perusahaan.Surat Pernyataan ditandatangani oleh Direktur
Utama PT Anugerah Rimba Makmur (Musa Idishah) tanggal
03 Oktober 2017.

27.

5.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP

PT Anugerah Rimba Makmur tidak memiliki dokumen
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa
dilingkungan kerja PT Anugerah Rimba Makmur tidak terdapat
serikat pekerja yang dibentuk.Oleh karena itu selanjutnya
sebagai pengganti,PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki
dokumen Peraturan Perusahaan (PP).

Dokumen Peraturan Perusahaan telah mendapatkan
pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 183-6/DTK/2017 tanggal 14 Juli 2017. SK
Pengesahan PP PT ARM ditandatangani oleh Drs. Dukit
Tambunan, MAP / NIP. 19570722 198103 1 014 selaku Kapala
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Perusahaan (PP) PT Anugerah Rimba Makmur
dibuat mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
Pada halaman terakhir PP PT ARM terdapat pengesahan An.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Kabid
Hubungan Industrial (Maruli Silitonga, SE, MM / NIP.
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196211051986021001). Dokumen PP PT ARM terdiri dari 10
Bab dan 58 Pasal.

28.

5.2.3.

Pekerja yang masih dibawah
umur

PT ARM ugerah Rimba Makmur memiliki daftar tenaga kerja
periode bulan November 2017. Daftar tenaga kerja dibuat
oleh Adm. Personalia (Ilman Syah) dan diperiksa oleh Asisten
TU (Asri Annas) serta diketahui oleh Manajer HTI (Mirwan,
S.Hut). Adapun jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh PT PT
ARM sebanyak 93 karyawan.

Dari daftar tenaga kerja tersebut diketahui bahwa PT ARM
tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan
termuda bernama Johan yang lahir di Huta Raja pada tanggal
09 September 1998, sebagai Security dan mulai bekerja pada
tanggal 02Juli 2017 saat berusia 18 tahun 2 bulan.
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C. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT ANUGERAH RIMBA MAKMUR

- ; - | il Kém ~ Nilai Kinerja
No. Indikator {  Nilai Kinerja Indikator - Maksimal
: , : ‘ S Bobot Indikator

; e o o Indikator
1. |Indikator 1.1 80% Sedang 2 3
2. Indikator 1.2 75% Sedang 2 3
3. | Indikator 1.3 ) 73% Sedang 2 3
4. Indikator 1.4 83% Baik ‘ 3 3
5. Indikator 1.5 78 % Sedang 2 3
6. Indikator 2.1 80% Sedang 2 3
7. | Indikator 2.2 50% Buruk 1 3
8. Indikator 2.3 67% Sedang 2 3
9. Indikator 2.4 80% Sedang 2 3
10. | Indikator 2.5 67% Sedang 2 3
11. | Indikator 2.6 43% Buruk 1 3
12. | Indikator 3.1 67% _ Sedang 2 3
13. | Indikator 3.2 75% Sedang 2 3
14. | Indikator 3.3 72% Sedang 2 3
15. | Indikator 3.4 83% Baik 3 3
16. | Indikator 3.5 67% Sedang 2 3
17. | Indikator 3.6 66% Sedang 2 3
18. | Indikator 4.1 73% Sedang 2 3
19. | Indikator 4.2 73% Sedang 2 3
20. | Indikator 4.3 66% Sedang 2 3
21. | Indikator 4.4 75% Sedang 2 3
22. | Indikator 4.5 75% Sedang 2 3
JUMLAH 44 66

Nilai Kinerja PHPL 66,67%

_A (Sedang)

~ arinda, 29 Desember 2017
| PPIﬂPT Trustindo Prima Karya

Trustindo ation

Ir Kurnia
Direktur
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